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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran krusial dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebagaimana yang 

diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil 

Negara terkait fungsi ASN, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan 

publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Guna mewujudkan fungsi-fungsi 

tersebut, tentunya dibutuhkan ASN yang profesional dan kompeten, yakni ASN 

yang mampu memenuhi standar kompetensi dan melaksanakan tugas jabatannya 

secara efektif dan efisien. Namun faktanya, angka ASN yang dinilai masih  memiliki 

kompetensi yang belum mencukupi masih cukup besar, yakni sekitar 45% dari 

jumlah keseluruhan ASN (Rahman et al., 2020). Guna menanggulangi permasalahan 

ini, tentunya dibutuhkan suatu mekanisme penyelenggaraan pengembangan 

kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan. Bagi Pegawai Negara 

Sipil (PNS), pelatihan tersebut dilaksanakan sejak mereka berstatus calon PNS 

(CPNS)  melalui kegiatan pelatihan dasar (latsar) sesuai dengan amanat Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.  

Perlu diketahui bahwasannya sebagai calon aparatur negara, CPNS tidak 

hanya membutuhkan pelatihan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi sehari-hari, namun juga peningkatan karakter, integritas, dan penanaman 

nilai-nilai dasar ASN, yakni BerAKHLAK. Di sinilah penyelenggaraan kegiatan 

latsar mengambil peran, yakni sebagai proses pelatihan untuk membangun integritas 

moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter 

kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme 

serta kompetensi bidang bagi calon PNS pada masa percobaan. Melalui kegiatan 

latsar, para CPNS juga didorong untuk bisa berpikir kritis dan analitis dalam 

mengidentifikasi isu-isu yang ditemukan dalam kehidupan atau konteks pekerjaan 

sehari-sehari serta memecahkan permasalahn-permasalah tersebut dengan tepat. 

Kompetensi ini selanjutnya ditunjukkan oleh CPNS melalui kegiatan aktualisasi 

latsar yang merupakan proses penerapan dan pengintegrasian pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang diperoleh selama pelatihan dasar ke dalam praktik 
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kerja sehari-hari. 

Proses aktualisasi mengajarkan para CPNS untuk bisa memindai 

ketidaksesuaian pada kondisi pekerjaan yang mereka temukan dan mengubahnya 

menjadi kondisi ideal melalui internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK dan prinsip-

prinsip manajemen ASN dan SMART ASN. Pada Bagian Risalah misalnya, 

perisalah dituntut untuk bisa menghasilkan risalah rapat yang berkualitas dan 

akuntabel sebagai dukungan terhadap pelaksanaan rapat di Setjen DPR RI dalam 

bentuk dokumentasi proses rapat. Kendati demikian, masih banyak poin-poin 

perbaikan yang bisa diimplementasikan dalam proses bagian risalah, seperti masih 

kurangnya keseragaman risalah rapat, masih belum disusunnya panduan-panduan 

tertentu yang dapat mendukung proses penyusunan risalah, belum maksimalnya 

pemanfaatan sistem informasi yang ada yakni Sistem Informasil Risalah (Sirih) dan 

isu-isu lainnya. Terkait isu ini, penulis menemukan bagian pada risalah yang dirasa 

memerlukan prinsip keseragaman dan karenanya membutuhkan intervensi untuk 

dapat diwujudkan, yakni secara spesifik pada bagian daftar kehadiran. Melalui 

adanya internalisasi nilai BerAKHLAK dan SMART ASN pada proses aktualisasi, 

harapannya penulis dapat mewujudkan kondisi ideal pada isu tersebut yang 

ditemukan di Bagian Risalah agar dapat meningkatkan kualitas risalah rapat sebagai 

output utama Bagian Risalah. 

B. Dasar Hukum 

Dasar hukum penyusunan rancangan aktualisasi ini antara lain dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negeri Sipil; 

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif; 

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
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Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan perubahannya yaitu 

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; 

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023. 

C. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, adapun tujuan dari 

penyusunan aktualisasi ini antara lain: 

1. Mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK dalam pengerjaan tugas 

sehari-hari sebagai ASN; 

2. Membentuk karakter dan integritas ASN yang menjunjung profesionalitas; 

3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah 

diperoleh selama masa pelatihan dasar untuk menanggulangi permasalahan 

yang timbul pada lingkup pekerjaan; serta 

4. Mengembangkan kemampuan dalam menganalisis serta mencari pemecahan 

solusi akan suatu isu atau permasalahan yang ditemukan. 

D. Manfaat 

Manfaat dari pelaksanaan aktualisasi pada proses pelatihan dasar ini antara 

lain sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap kompetensi yang 

dibutuhkan dalam mengerjakan tugas sehari-hari sebagai ASN; 

2. Pengimplementasian ilmu pengetahuan yang diperoleh secara optimal dapat 

mendorong kontribusi ASN terhadap peningkatan kinerja; 

3. Pendalaman akan internalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK guna 

mewujudkan karakter ASN yang profesional dan berintegritas; dan 

4. Mendorong ASN untuk bisa berpikir kreatif dan inovatif dalam memecahkan 

suatu permasalahan yang ditemukan dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari.
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BAB II 

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN 

 

 

A. Visi dan Misi Organisasi 

1. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(Setjen DPR RI) sebagai unsur penunjang DPR RI memiliki visi organisasi 

sebagai berikut: 

“Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam 

mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” 

Dalam mendukung visi tersebut, Setjen DPR RI merumuskan beberapa misi, 

diantaranya: 

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan 

fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

2. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, 

baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. 

3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam 

pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mendukung kelancaran 

pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian. Dalam 

mewujudkan hal ini, Setjen DPR RI melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan 

Sekretariat Jenderal; 

b. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di 

lingkungan Sekretariat Jenderal; 

c. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan persidangan 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

d. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan administrasi 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

e. perumusan kebijakan, pembinaan, dan pelaksanaan dukungan keahlian 
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kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan intern di lingkungan 

Sekretariat Jenderal; 

g. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengolahan data dan pelayanan 

informasi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pembinaan 

jabatan fungsional, serta dukungan tertentu pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat Jenderal; 

h. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; dan 

i. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal DPR RI 

terbagi menjadi empat unit kerja eselon I, yakni Deputi Bidang Persidangan, 

Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian,  dan Inspektorat Utama. 

2. Biro Persidangan I 

Biro Persidangan I merupakan salah satu unit kerja yang dibawahi oleh 

Deputi Bidang Persidangan. Biro Persidangan I merumuskan suatu visi yang 

dioperasionalisasikan oleh seluruh pegawai di dalamnya dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari antara lain: 

“Terwujudnya dukungan persidangan Komisi dan Persidangan 

Paripurna yang profesional dan akuntabel” 

Berdasarkan visi tersebut, dirumuskan beberapa misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan fungsi 

DPR RI di bidang legislasi, bidang anggaran, dan bidang pengawasan; 

2. Mewujudkan dukungan rapat dan tata usaha dalam pelaksanaan 

Persidangan Paripurna; 

3. Mewujudkan kebijakan penyelenggaraan dukungan persidangan di 

Komisi dan Persidangan Paripurna. 

Biro Persidangan I memiliki tugas menyelenggarakan dukungan 

persidangan komisi dan persidangan paripurna, serta pelaksanaan dukungan 

penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam 

melaksanakan tugas-tugas tersebut, Biro Persidangan I menyelenggarakan 
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fungsi: 

a. penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan 

Biro Persidangan I; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan persidangan; 

c. pelaksanaan rapat di komisi I sampai dengan komisi XI dan persidangan 

paripurna; 

d. pelaksanaan tata usaha persidangan di komisi I sampai dengan komisi XI 

dan persidangan paripurna; 

e. pelaksanaan dukungan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

f. dukungan pelaksanaan pengelolaan jabatan fungsional di bidang risalah; 

g. penyusunan laporan kinerja Biro Persidangan I; dan 

h. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang 

Persidangan. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Persidangan I terbagi 

menjadi Bagian Sekretariat Komisi I hingga Komisi XI, Bagian Persidangan 

Paripurna, Bagian Risalah, serta kelompok jabatan fungsional. Bagian Risalah 

di mana penulis menjalankan tugas dan fungsi memiliki tugas dalam 

melaksanakan persiapan dan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. Penjabaran akan tugas tersebut kemudian dirinci 

kembali menjadi beberapa fungsi, yakni: 

a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Risalah; 

b. penyusunan bahan kegiatan di bidang persiapan dan penyusunan risalah; 

c. pelaksanaan pendistribusian sumber daya perisalah, dan memastikan proses 

pelaksanaan transkrip serta penyusunan risalah; 

d. pelaksanaan tata usaha Bagian Risalah; 

e. pelaksanaan persiapan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia; 

f. pelaksanaan penyusunan risalah rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; dan 

g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Persidangan I. 

 

B. Struktur Organisasi 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 

Sekretariat Jenderal DPR RI membawahi empat unit kerja eselon I, salah 

satunya Deputi Bidang Persidangan yang selanjutnya membawahi Biro 

Persidangan I. Bagian Risalah merupakan salah satu unit kerja yang berada di 

bawah biro tersebut. Selain itu, kelompok jabatan fungsional berupa Perisalah 

Legislatif Ahli Madya juga secara langsung dibawahi oleh Biro Persidangan I. 

Sementara itu, kelompok jabatan fungsional yang dibawahi oleh Bagian Risalah 

terdiri dari Perisalah Legislatif Ahli Muda, Perisalah Legislatif Ahli Pertama, 

Asisten Perisalah Legislatif Penyelia, Asisten Perisalah Legislatif Mahir, serta 

Asisten Perisalah Legislatif Terampil.  

C. Tugas dan Fungsi Perisalah Legislatif Ahli Pertama 

Penulis selaku peserta Latihan Dasar CPNS Setjen DPR RI Tahun 2024 

menduduki jabatan fungsional Perisalah Legislatif Ahli Pertama. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Permenpan RB) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah 

Legislatif, dijabarkan pada Pasal 5 terkait tugas perisalah legislatif, yaitu 

melaksanakan kegiatan di bidang risalah legislatif, yang meliputi penyusunan 

risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis 

dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat 
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legislatif. Selain itu, dijelaskan pula pada Pasal 7 Ayat (1) mengenai uraian kegiatan 

Perisalah Legislatif pada tingkatan ahli pertama, antara lain: 

1. mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat sementara;  

2. melakukan inventarisasi hasil transkrip, kelengkapan, dan bahan rapat untuk 

penyusunan risalah rapat sementara;  

3. memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat untuk penyusunan risalah rapat 

sementara; 

4. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa 

Indonesia, berdasarkan:  

a) jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman;  

b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman;  

c) jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman; dan  

d) jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman;  

e) jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman;  

5. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa 

asing, berdasarkan: 

a) jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman;  

b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman; 

c) jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman;  

d) jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman; dan  

e) jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman; 

6. mengolah hasil transkrip menjadi risalah rapat sementara yang berbahasa 

daerah berdasarkan: 

a) jumlah halaman risalah rapat sampai dengan 50 halaman;  

b) jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan 100 halaman;  

c) jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan 150 halaman; dan  

d) jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan 200 halaman;  

e) jumlah halaman risalah rapat di atas 200 halaman;  

7. menelaah dan menyerahkan risalah rapat sementara kepada penyelenggara 

rapat untuk dikoreksi;  

8. melakukan perbaikan risalah rapat sementara terhadap hasil koreksi 

penyelenggara/peserta rapat untuk menjadi risalah rapat resmi;  

9. menyusun laporan pelaksanaan tugas penyusunan risalah rapat resmi yang 

meliputi: 
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a) bulanan;  

b) triwulan; 

c) semester; dan 

d) tahunan; 

10. melakukan pengumpulan dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e-

risalah;  

11. menginventarisir dokumen softcopy yang akan dijadikan sebagai e-risalah;  

12. melakukan pembuatan e-risalah: 

a) risalah rapat sementara; 

b)  risalah rapat resmi; 

c) risalah rapat yang sudah divalidasi;  

d) catatan rapat; 

e) laporan singkat; dan 

f) himpunan risalah rapat; 

13. menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan e-risalah yang meliputi: 

a) bulanan;  

b) triwulan; 

c) semester; dan 

d) tahunan; 

14. menelaah kumpulan dokumen softcopy e-risalah;  

15. menginventarisir dokumen softcopy e-risalah;  

16. membuat sistem database informasi risalah;  

17. melakukan pemasukkan e-risalah kedalam database sistem informasi risalah: 

a) risalah rapat sementara; 

b)  risalah rapat resmi; 

c) risalah rapat yang sudah divalidasi;  

d) catatan rapat; 

e) laporan singkat; dan 

f) himpunan risalah rapat; 

18. menyusun laporan pelaksanaan tugas pemutakhiran database risalah yang 

meliputi: 

a) bulanan;  

b) triwulan; 

c) semester; dan 
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d) tahunan; 

19. melakukan pengumpulan e-risalah yang akan dipublikasikan;  

20. menginventarisir e-risalah yang akan dipublikasi; 

21. menelaah dan meminta persetujuan e-risalah yang akan dipublikasikan;  

22. melakukan publikasi dalam jaringan intranet/internet: 

a) risalah rapat sementara; 

b)  risalah rapat resmi; 

c) risalah rapat yang sudah divalidasi;  

d) catatan rapat; 

e) laporan singkat; dan 

f) himpunan risalah rapat; dan 

23. menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e- risalah dalam jaringan 

intranet/internet yang meliputi:  

a) bulanan;  

b) triwulan; 

c) semester; dan  

d) tahunan. 
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BAB III  

PENETAPAN ISU PRIORITAS 

 

A. Identifikasi Isu 

Bagian Risalah merupakan salah satu bagian pada Biro Persidangan I 

Sekretariat Jenderal DPR RI yang memiliki tugas dan fungsi pokok dalam 

pelaksanaan pembuatan dan penyusunan risalah setiap kali anggota Dewan atau Alat 

Kelengkapan Dewan (AKD) mengadakan rapat atau persidangan. Mekanisme 

penyusunan risalah rapat di Bagian Risalah dilakukan secara berjenjang mulai dari 

transkrip rapat yang disusun oleh Asisten Perisalah Legislatif Terampil hingga pada 

akhirnya menjadi risalah rapat yang diotentifikasi oleh Perisalah Legislatif Ahli 

Madya setelah melalui jenjang-jenjang di bawahnya. Sebagai Perisalah Legislatif 

pada tingkatan ahli pertama, penulis memiliki tugas dan fungsi utama dalam 

penyusunan risalah rapat rementara, khususnya saat ini pada penugasan di Komisi 

VII.  

Setelah melaksanakan tugas dan fungsi di Bagian Risalah selama hampir tiga 

bulan, penulis mengidentifikasi tiga isu utama yang masih ditemukan khususnya 

dalam lingkup pengerjaan dan inventarisasi risalah rapat yang dianggap 

membutuhkan tindakan intervensi tertentu, yakni: 

 

ISU 1: BELUM SERAGAMNYA PENULISAN DAFTAR KEHADIRAN DI 

RISALAH RAPAT 

Risalah rapat sebagai output kinerja utama Bagian Risalah merupakan suatu 

bukti otentik atas proses pengambilan keputusan dalam suatu rapat DPR RI. Risalah 

rapat ini juga digunakan sebagai bukti dalam persidangan judicial review di 

Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, risalah rapat menjadi instrumen yang 

signifikan dalam mendukung kinerja DPR RI, secara spesifik pada agenda-agenda 

rapat (Setyawati & Fitriati, 2023). Secara lengkap, kegunaan risalah rapat dapat 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan awal atau materi pelengkap dari proses pengambilan keputusan 

untuk rapat-rapat selanjutnya. 

2. Sebagai dasar penyusunan konsep catatan rapat. 

3. Sebagai dasar penyusunan konsep laporan singkat rapat. 
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4. Sebagai dokumen negara. 

5. Sebagai salah satu alat bukti terhadap judicial review atas gugatan yang 

diajukan masyarakat terhadap produk Undang-Undang yang dihasilkan oleh 

DPR. 

6.  Sebagai salah satu alat bukti terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi. 

7. Sebagai bahan kajian para Akademisi dalam melakukan suatu penelitian. 

8. Sebagai bahan informasi publik yang akurat dan akuntabel. 

9. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam 

melaksanakan tugas pokoknya. 

Sebuah risalah rapat umumnya berisi jalannya pembicaraan yang dilakukan 

dalam rapat serta dilengkapi informasi mengenai jenis dan sifat rapat, hari, waktu, 

dan tempat penyelenggaraan rapat, agenda acara yang diselenggarakan, serta tak 

terkecuali daftar undangan rapat, ketua dan sekretaris rapat, hingga jumlah dan nama 

anggota yang menandatangani daftar hadir.  

Salah satu permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan risalah rapat di 

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI utamanya adalah inkonsistensi format risalah 

rapat yang digunakan, sehingga hasil risalah yang dipublikasikan pun memiliki 

perbedaan struktur atau format. Perbedaan format ini umumnya ditemukan pada 

risalah rapat antara satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan AKD lainnya. 

Pada kasus yang lebih jarang, perbedaan juga ditemukan antara perisalah pada AKD 

yang sama. Pada bagian halaman pertama risalah atau yang dapat disebut sebagai 

kepala risalah, ketidakseragaman format penulisan paling banyak ditemukan pada 

bagian daftar kehadiran rapat yang terdiri dari urutan kehadiran anggota dan 

undangan rapat. Mendukung hal ini, berdasarkan riset yang dilakukan terhadap 25 

Perisalah Legislatif Ahli Pertama, diketahui bahwa 100% perisalah menemukan 

perbedaan persepsi atau gaya penulisan dengan perisalah lainnya dalam menulis 

daftar kehadiran risalah rapat sebagaimana yang tergambar pada grafik di bawah ini. 
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Gambar 3.1 Jawaban Responden Terkait Perbedaan Persepsi atau Gaya 

Penulisan Daftar Kehadiran Risalah antar Perisalah Legislatif 

Ketidakseragaman pada hasil risalah rapat tentunya merupakan kondisi yang 

tidak ideal dikarenakan konsistensi dibutuhkan untuk mendukung efektivitas, 

kelengkapan, dan profesionalisme hasil risalah rapat di Setjen DPR RI. Meskipun 

perisalah dibagi kepada penugasan AKD yang berbeda-beda, risalah rapat yang 

disusun tetap merupakan satu kesatuan hasil kinerja dari Perisalah Legislatif di 

Bagian Risalah, sehingga tentunya dibutuhkan keseragaman. Permasalahan ini tidak 

hanya berdampak pada perisalah sebagai penyusun risalah, namun juga khalayak 

publik sebagai pembaca publikasi risalah rapat. Apabila pada bagian cover 

risalahnya saja sudah terdapat ketidakseragaman, maka kinerja perisalah dapat saja 

dipertanyakan oleh publik terkait reliabilitas proses penyusunan dan koordinasinya.  

 

Gambar 3.2 Jawaban Responden Terkait Seberapa Penting Konsistensi 

Penulisan Daftar Kehadiran Risalah Rapat 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis, terlihat pada grafik bahwa 

80% responden perisalah menganggap bahwa keseragaman penulisan daftar 

kehadiran risalah rapat sangatlah penting. Sementara itu, 20% responden 

menganggap bahwa keseragaman tersebut dinilai penting. Dengan begitu, dapat 

disimpulkan bahwa seluruh perisalah legislatif menganggap bahwa keseragaman 

pada daftar kehadiran risalah sangat dibutuhkan. Sementara itu, perbedaan 

formatisasi dalam penyusunan daftar kehadiran oleh masing-masing AKD umumnya 

dapat ditemukan pada penggunaan bold dalam menulis nama fraksi, pemisahan 
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antara daftar pimpinan dan anggota, serta apakah anggota yang izin/sakit diberikan 

keterangan pada risalah. Berikut beberapa contoh ketidakseragaman penulisan di 

beberapa AKD: 

 

 

Gambar 3.3 Contoh Daftar Kehadiran Risalah Rapat 1 

 

Gambar 3.4 Contoh Daftar Kehadiran Risalah Rapat 2 

 

Gambar 3.5 Contoh Daftar Kehadiran Risalah Rapat 3 

Dapat dilihat bahwa pada daftar kehadiran risalah rapat 1 dan 3, judul 

Anggota DPR maupun nama fraksi tidak dicetak tebal, sementara pada daftar 

kehadiran 2 dicetak tebal. Sementara itu, jumlah anggota hadir pada risalah 2 ditulis 

di dalam daftar nama absen, sementara pada risalah 3 ditulis tepat sebelum daftar 
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nama. Di samping itu, daftar kehadiran risalah 2 juga mencantumkan nama-nama 

anggota yang izin/sakit, sementara kedua risalah lainnya tidak mencantumkan daftar 

tersebut. 

 

 

 
Gambar 3.6 Jawaban Responden Terkait Gaya Penulisan Daftar Kehadiran 

Risalah Rapat 

Berdasarkan riset yang dilakukan penulis untuk mengetahui gaya penulisan 

perisalah dalam menyusun daftar kehadiran risalah, terlihat pada grafik di atas 

bahwasannya masih banyak ditemukan perbedaan. Penulis menggunakan lima 

kriteria pembeda gaya penulisan, yakni penulisan fraksi (dicetak tebal atau tidak & 

ditulis secara lengkap atau tidak), pemisahan urutan kehadiran antara pimpinan dan 

anggota, posisi penulisan jumlah kehadiran, serta penulisan kehadiran Anggota yang 

izin/sakit. Dapat dilihat bahwa sama sekali tidak ada gaya penulisan yang sama yang 

dimiliki oleh seluruh perisalah pada setiap kriteria yang telah disebutkan. 

Ketidakseragaman paling tinggi dapat ditemukan pada gaya penulisan nama fraksi 

(ditulis lengkap atau disingkat), posisi jumlah daftar kehadiran, serta penulisan 

Anggota yang izin. 

 Isu ini tentunya berkaitan dengan konsep manajemen ASN yang menekankan 

kepada pengaturan profesi pegawai untuk mendorong ketersediaan sumber daya 

aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan jaman. 

Profesionalitas seorang ASN tentunya terlihat dari hasil kinerjanya, baik secara 

individu maupun kolektif. Dalam konteks penyusunan risalah, profesionalisme dapat 
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tergambar apabila risalah yang dihasilkan oleh ASN bagian risalah memiliki 

standarisasi tertentu yang konsisten. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pelayan publik sejalan dengan UU No. 20 Tahun 2023 (UU ASN) Pasal 4 Ayat (2), 

ASN juga harus memastikan bahwa hasil kerja yang diberikan kepada publik sudah 

maksimal dan melalui proses-proses perkembangan yang berkelanjutan sesuai 

dengan nilai berorientasi pelayanan. Hal tersebut tentunya belum terwujud apabila 

isu ini masih dapat ditemukan dalam produk risalah yang dihasilkan sehari-hari. 

 Jika dikaitkan dengan konsep smart ASN, isu ini dapat menghambat aspek 

profesionalitas. Hal ini dikarenakan ketidakseragaman format dapat menyebabkan 

penyelesaian tugas berupa risalah rapat tidak sesuai dengan kompetensi yang 

seharusnya, yakni adanya konsistensi output yang dihasilkan dari kesatuan bagian 

risalah. Oleh karena itu, pemecahan akan isu ini tentunya dapat meningkatkan 

optimalisasi perwujudan smart ASN khususnya pada aspek profesionalitas. 

 

ISU 2: BELUM TERSEDIANYA TEMPLATE RISALAH RAPAT YANG 

MUDAH DIAKSES 

Dalam penyusunan risalah, Bagian Risalah telah menyediakan suatu panduan 

tata naskah secara umum yang dapat dijadikan acuan oleh para perisalah. Selain itu, 

terdapat pula Pedoman Tata Naskah DPR RI yang sifatnya lebih luas. Keberadaan 

panduan ini ditujukan untuk memastikan bahwa hasil risalah yang dikerjakan 

memiliki konsistensi dalam format dan struktur penulisan. Kendati demikian, 

panduan berupa pedoman dan template sederhana ini masih sulit diakses oleh para 

perisalah karena tidak diunggah di platform tertentu, melainkan umumnya dibagikan 

dari satu perisalah ke perisalah lainnya.  

 

Gambar 3.7 Jawaban Responden Terkait Tingkat Kemudahan Mengakses 
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Pedoman Tata Naskah DPR RI 

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh penulis, terlihat pada grafik di atas 

bahwa masih terdapat Perisalah Legislatif yang memberikan nilai 2 dan 3 untuk 

tingkat aksesibilitas terhadap Pedoman Tata Naskah DPR RI. Dari rentang 1 sampai 

5, diperoleh nilai rata-rata 3,5 yang menandakan bahwa pedoman tersebut belum 

cukup mudah untuk diakses oleh para perisalah. Akibatnya, terdapat kemungkinan 

bahwa sebagian perisalah tidak sadar terhadap keberadaan panduan ini dan lagi-lagi 

mengakibatkan ketidakseragaman dalam format dan struktur penulisan pada risalah 

rapat yang dihasilkan. Tentunya permasalahan ini memiliki dampak terhadap para 

perisalah legislatif, khususnya yang kurang aware terhadap keberadaan panduan tata 

naskah khusus untuk risalah rapat. Apabila ditarik lebih jauh, permasalahan ini juga 

dapat berdampak kepada khalayak yang membaca publikasi risalah karena dapat 

merasa bingung dengan perbedaan format risalah yang disajikan.  

Di sisi lain, Bagian Risalah memiliki sistem informasi berupa platform 

Sistem Informasi Risalah (Sirih) yang digunakan untuk mengunggah dan 

menginventarisasi bahan-bahan pendukung penyusunan risalah rapat serta risalah 

rapat itu sendiri. Terkait hal ini, tentunya platform Sirih seharusnya dapat pula 

dimanfaatkan untuk menyimpan template risalah rapat yang dapat dengan mudah 

diunduh oleh para perisalah untuk memastikan adanya kesamaan format yang 

digunakan. Para perisalah juga tidak perlu membuat kembali template baru setiap 

akan menyusun risalah baru. Mereka juga tentunya tidak perlu mencari kembali 

dokumen yang umumnya dijadikan template dalam pembuatan risalah rapat sehingga 

efisiensi dalam penyusunan risalah harapannya dapat ditingkatkan melalui 

keberadaan template tersebut. Argumen ini juga didukung oleh riset yang dilakukan 

penulis, di mana mayoritas responden perisalah yakni sebesar 43,8% menganggap 

bahwa keberadaan template di platform Sirih dapat meningkatkan efisiensi dan 

ketepatan penyusunan risalah. 
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Gambar 3.8 Jawaban Responden Terkait Pengaruh Adanya Template Risalah 

Rapat di Sirih 

Konsiderasi penggunaan Sirih sebagai platform penyediaan template risalah 

rapat ialah sederhananya karena seluruh pengunggahan dokumen pendukung 

penyusunan transkrip maupun risalah rapat dilakukan melalui Sirih. Sehingga ketika 

perisalah akan menyusun risalah rapat sesuai jenjangnya (sementara, validasi, atau 

otentifikasi), maka mereka tentunya akan terlebih dahulu mengakses Sirih untuk 

memperoleh dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Oleh karena itu, platform Sirih 

dinilai sudah sesuai untuk menampung fitur tersebut, terlebih lagi apabila 

kedepannya Sirih akan dikembangkan kembali menjadi aplikasi super di Bagian 

Risalah. 

Apabila dikaitkan dengan konsep smart ASN, isu ini dapat menjadi suatu 

peluang dalam meningkatkan aspek profesionalitas serta literasi digital di Bagian 

Risalah melalui pemanfaatan media digital Sirih secara lebih luas. Secara tidak 

langsung, budaya pemanfaatan TIK di Bagian Risalah akan semakin meningkat 

sejalan dengan kecakapan digital para pegawai. Sementara dikaitkan dengan 

manajemen ASN, tidak jauh berbeda dengan isu sebelumnya, profesionalisme dan 

optimalisasi pemberian pelayanan publik berupa risalah rapat oleh ASN sebagai 

pelayan publik akan sulit ditingkatkan apabila output risalah yang dihasilkan belum 

memiliki keseragaman dan konsistensi dikarenakan pegawai tidak aware terhadap 

keberadaan template ataupun pedoman tata naskah yang sulit diakses. Dengan 

begitu, nilai berorientasi pelayanan sebagaimana yang tercantum pada UU ASN 

Pasal 4 Ayat (2) tidak dapat diwujudkan secara optimal. 

 

ISU 3: BELUM ADANYA FITUR NOTIFIKASI PADA PLATFORM SIRIH  
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Seperti yang telah dijelaskan pada isu sebelumnya, Bagian Risalah memiliki 

platform Sirih yang digunakan untuk mengunggah serta menyimpan hasil risalah 

rapat beserta dokumen-dokumen pelengkapnya, seperti rekaman rapat, transkrip, 

bahan rapat, dan daftar kehadiran. Melalui sistem ini, perisalah dapat mengakses 

dokumen-dokumen tersebut beserta transkrip rapat atau risalah rapat yang dikerjakan 

oleh jenjang di bawahnya untuk selanjutnya disusun risalah rapat sesuai jenjangnya. 

Kendati demikian, terdapat hambatan dalam proses pemanfaatan Sirih ini, yaitu 

belum adanya peringatan atau alert notifikasi apabila dokumen tertentu diunggah 

pada platform ini.  

Ketiadaan notifikasi ini mengakibatkan perisalah selaku pengguna Sirih 

harus rutin mengecek apakah dokumen tertentu, seperti transkrip, rekaman, atau 

risalah rapat sementara pada rapat yang akan dikerjakan sudah diunggah oleh 

perisalah lain atau asisten perisalah pada AKDnya atau belum. Di samping itu, hal 

ini menyebabkan perlunya koordinasi tambahan antar perisalah untuk 

menginformasikan apakah suatu dokumen sudah diunggah atau belum yang 

menyebabkan kurang maksimalnya potensi efisiensi yang bisa diwujudkan, sehingga 

dampak utama isu ini adalah kepada para pengguna Sirih, khususnya perisalah dan 

asisten perisalah. Pada riset isu yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa seluruh 

responden, yakni perisalah dan asisten perisalah umumnya harus mengecek secara 

manual ataupun menunggu adanya informasi dari pihak lain untuk mengetahui status 

apabila dokumen tertentu sudah diunggah. Informasi ini dapat dilihat sebagaimana 

yang ditampilkan pada grafik data di bawah. 

 

Gambar 3.9 Jawaban Responden Terkait Cara Mengetahui Pengunggahan 

Dokumen di Sirih 
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Hal ini dapat menjadi masalah yang lebih besar apabila terdapat suatu pihak, 

baik dari AKD, asisten perisalah, atau perisalah yang lupa menyampaikan update 

terkait pengunggahan dokumen tertentu yang bisa mengakibatkan proses tindak 

lanjut dalam penyusunan risalah semakin lambat. Oleh karena itu, keberadaan 

notifikasi pada Sirih berupa keberadaan section pemberitahuan/notice tentunya dapat 

mempermudah dan menghemat waktu perisalah dalam proses persiapan penyusunan 

risalah. Mendukung hal ini, tampak pada grafik di bawah bahwasannya 40% 

responden penelitian menganggap bahwa keberadaan notifikasi pada Sirih sangatlah 

penting, sementara 48% responden menganggap keberadaan notifikasi dinilai 

penting. Dengan begitu, mayoritas responden, yakni sebanyak 88% menilai bahwa 

keberadaan notifikasi ini diperlukan.  

 

Gambar 3.10 Jawaban Responden Terkait Seberapa Penting Keberadaan 

Notifikasi pada Sirih 

Notifikasi dapat diprogram agar hanya timbul pada dokumen rapat AKD 

yang merupakan AKD pengguna saja. Keberadaan notifikasi akan lebih ideal apabila 

dapat diteruskan ke sistem lain yang dapat memberikan alert atau pemberitahuan 

secara langsung ke perangkat pengguna, seperti email atau Whatsapp. Dengan 

begitu, pengguna dapat langsung mengetahui apabila terdapat dokumen rapat pada 

AKDnya yang telah diunggah di Sirih tanpa perlu membuka platform tersebut 

terlebih dahulu. Terlebih lagi, Amankossova & Turan (2023) berargumen bahwa 

proses pemberitahuan otomatis melalui email dianggap sebagai salah satu strategi 

paling efektif untuk mengirimkan notifikasi operasional kepada pegawai terkait data 

di sistem tertentu. Meski demikian, keberadaan pemberitahuan dalam bentuk section 

notifikasi di bagian atas Sirih juga dinilai sudah cukup membantu agar perisalah 
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selaku pengguna tidak perlu mengecek rapat yang dituju satu-persatu apabila 

pengintegrasian dengan email pengguna dinilai kurang feasible. Hal ini juga 

didukung oleh hasil riset isu yang dilakukan penulis yang menunjukkan bahwa 48% 

perisalah dan asisten perisalah lebih memilih notifikasi dalam bentuk pemberitahuan 

sebagaimana yang digambarkan pada grafik di bawah ini. 

 

Gambar 3.11 Jawaban Responden Terkait Bentuk Notifikasi pada Sirih yang 

Paling Efektif 

Dikaitkan dengan konsep smart ASN, ketiadaan notifikasi pada platform 

Sirih menunjukkan kurangnya aspek profesionalitas dan literasi digital dikarenakan 

belum efisiennya proses penyusunan risalah akibat belum optimalnya pemanfaatan 

media digital yang telah ada. Untuk bisa meningkatkan aspek literasi digital melalui 

budaya serba digital pada Bagian Risalah, tentunya diperlukan peningkatan dalam 

pemanfaatan fitur-fitur maupun sistem digital, dalam hal ini pada Sirih. Meskipun 

terkesan sebagai isu yang sepele, keberadaan notifikasi disinyalir dapat menghemat 

waktu dalam koordinasi penyusunan risalah. Kemudian apabila dikaitkan dengan 

konsep manajemen ASN, efisiensi waktu penyusunan risalah artinya mempercepat 

proses pemberian pelayanan kepada publik, dalam konteks ini penyelesaian risalah 

untuk diserahkan kepada AKD. Hal ini tentunya sejalan dengan nilai akuntabel yang 

menekankan pada pengerjaan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, 

disiplin, dan berintegritas tinggi. Dengan begitu, fungsi ASN sebagai pelayan publik 

dan nilai ASN sebagai aparatur yang profesional dan unggul dapat diwujudkan 

dengan optimal.  

 Ringkasan identifikasi isu yang diangkat oleh penulis beserta dampak, kondisi 

yang diharapkan, serta keterkaitan dengan peran ASN dalam mendukung Smart 

Governance dituangkan melalui tabel di bawah ini. 
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Tabel 3.1 Rincian Identifikasi Isu 

No 
Rumusan 

isu 

Kondisi saat 

ini 

Dampak 

apabila isu 

tidak 

diselesaikan 

Kondisi yang 

diharapkan 

Keterkaitan 

dengan 

Kedudukan dan 

Peran ASN 

mendukung 

SMART 

Governance 

1 Belum 

seragamnya 

penulisan 

daftar 

kehadiran di 

risalah rapat  

Terdapat 

perbedaan 

dalam struktur 

dan penulisan 

daftar 

kehadiran pada 

risalah rapat 

antar AKD 

yang berbeda. 

(Contoh 

perbedaan dan 

data riset 

tercantum pada 

deskripsi isu 

yang telah 

dijabarkan di 

atas). 

Terdapat 

inkonsistensi 

struktur risalah 

rapat yang 

dihasilkan oleh 

Bagian Risalah 

sehingga 

reliabilitas dari 

hasil kinerja 

Bagian Risalah 

dapat saja 

dipertanyakan. 

Terlebih 

apabila 

ketidakseragam

an dapat 

langsung 

ditemukan pada 

bagian depan 

risalah/kepala 

risalah. 

Adanya 

konsistensi 

dalam 

penyusunan 

daftar 

kehadiran 

risalah pada 

semua AKD 

sehingga 

terwujudnya 

risalah rapat 

yang seragam 

sebagai output 

di Bagian 

Risalah. 

Isu ini dapat 

menghambat 

aspek 

profesionalitas. 

Hal ini 

dikarenakan 

ketidakseragaman 

format dapat 

menyebabkan 

penyelesaian tugas 

berupa risalah 

rapat tidak sesuai 

dengan 

kompetensi yang 

seharusnya, yakni 

adanya konsistensi 

output yang 

dihasilkan dari 

kesatuan bagian 

risalah. ASN juga 

harus memastikan 

bahwa hasil kerja 

yang diberikan 

kepada publik 

sudah maksimal 

dan melalui 

proses-proses 

perkembangan 

yang 

berkelanjutan 

sesuai dengan nilai 

berorientasi 

pelayanan, 

sehingga perlu 

pemecahan 

masalah akan isu 

ini. 
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No 
Rumusan 

isu 

Kondisi saat 

ini 

Dampak 

apabila isu 

tidak 

diselesaikan 

Kondisi yang 

diharapkan 

Keterkaitan 

dengan 

Kedudukan dan 

Peran ASN 

mendukung 

SMART 

Governance 

2 Belum 

tersedianya 

template 

risalah rapat 

yang mudah 

diakses 

Template 

risalah serta 

panduan tata 

naskah yang 

berlaku 

umumnya 

dibagikan dari 

individu ke 

individu 

sehingga cukup 

sulit untuk 

diakses secara 

bebas oleh 

perisalah. 

 

(Data hasil 

riset tercantum 

pada deskripsi 

isu yang telah 

dijabarkan di 

atas). 

 

Rendahnya 

kesadaran 

pegawai terkait 

keberadaan 

format yang 

sudah 

ditentukan yang 

dapat pula 

menyebabkan 

kurangnya 

keseragaman 

struktur dalam 

penyusunan 

risalah rapat. 

Terdapat 

template 

penyusunan 

risalah rapat 

sementara 

pada platform 

Sirih sehingga 

mudah untuk 

diakses dan 

dijadikan 

bahan 

penyusunan 

risalah. 

Isu ini dapat 

menjadi suatu 

peluang dalam 

meningkatkan 

aspek 

profesionalitas 

serta literasi digital 

di Bagian Risalah 

melalui 

pemanfaatan 

media digital Sirih 

secara lebih luas. 

Secara tidak 

langsung, budaya 

pemanfaatan TIK 

di Bagian Risalah 

akan semakin 

meningkat sejalan 

dengan kecakapan 

digital para 

pegawai. 

3 Belum 

adanya fitur 

notifikasi 

pada 

platform 

Sirih 

Pengguna 

harus 

memeriksa 

secara manual 

pada setiap 

rapat apabila 

terdapat 

dokumen baru 

yang diunggah 

terkait rapat 

yang akan 

dikerjakan 

risalahnya. 

(Data hasil 

riset tercantum 

pada deskripsi 

isu yang telah 

dijabarkan di 

atas). 

Penyusunan 

risalah dapat 

menjadi lebih 

lama dan tidak 

efisien karena 

diperlukan 

koordinasi 

tambahan 

maupun upaya 

yang lebih 

untuk 

memeriksa 

apabila suatu 

dokumen sudah 

diunggah. 

Terdapat 

pemberitahua

n kepada 

pengguna 

apabila 

terdapat 

dokumen 

yang 

diunggah di 

Sirih yang 

berkaitan 

dengan rapat 

pada 

AKDnya, baik 

melalui 

halaman 

depan Sirih 

maupun 

diteruskan 

Ketiadaan 

notifikasi pada 

platform Sirih 

menunjukkan 

kurangnya aspek 

profesionalitas dan 

literasi digital 

dikarenakan 

belum efisiennya 

proses penyusunan 

risalah akibat 

belum optimalnya 

pemanfaatan 

media digital yang 

telah ada. Untuk 

bisa meningkatkan 

aspek literasi 

digital melalui 

budaya serba 
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No 
Rumusan 

isu 

Kondisi saat 

ini 

Dampak 

apabila isu 

tidak 

diselesaikan 

Kondisi yang 

diharapkan 

Keterkaitan 

dengan 

Kedudukan dan 

Peran ASN 

mendukung 

SMART 

Governance 

 melalui email. digital pada 

Bagian Risalah, 

tentunya 

diperlukan 

peningkatan dalam 

pemanfaatan fitur-

fitur maupun 

sistem digital, 

dalam hal ini pada 

Sirih.  

 

B. Penetapan Isu Prioritas 

 

B.1 Teknik Tapisan Isu 

Setelah mengidentifikasi tiga isu di atas, dilakukan proses tapisan untuk 

menentukan kriteria isu serta memilih satu isu yang dianggap paling kritikal. 

Dalam hal ini, teknik tapisan isu yang digunakan penulis ialah USG. USG 

merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menyusun urutan prioritas 

masalah yang akan diselesaikan dengan memberikan skala penilaian pada setiap 

tahap atau langkah pada rentang nilai 1-5. Masalah atau isu yang memiliki skor 

total tertinggi ditetapkan sebagai isu atau masalah prioritas. Sesuai akronimnya, 

USG terdiri dari tiga  kriteria penilaian, yakni: 

1. Urgency, artinya seberapa mendesak suatu isu atau masalah untuk segera 

dicari pemecahan masalahnya dengan rentang nilai 1 menandakan bahwa 

isu sangat tidak mendesak, sementara nilai 5 menandakan bahwa suatu isu 

sangatlah mendesak. 

2. Seriousness, artinya seberapa serius atau gawatnya suatu isu sehingga dapat 

menimbulkan dampak tertentu. Nilai 1 menandakan bahwa isu sangat tidak 

serius, sementara nilai 5 menandakan bahwa suatu isu sangatlah serius. 

3. Growth, artinya seberapa mungkin suatu isu berkembang dan menjadi 

semakin parah apabila tidak diatasi.  
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Secara lebih spesifik, penjabaran rentang nilai 1 sampai 5 pada penapisan 

isu aktualisasi melalui teknik USG dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Kategori Urgency 

URGENCY 

Nilai Keterangan 

1 Isu perlu diselesaikan dalam jangka waktu > 1 tahun 

2 Isu perlu diselesaikan dalam jangka waktu 9 bulan - 1 tahun 

3 Isu perlu diselesaikan dalam jangka waktu 6 bulan 

4 Isu perlu diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan 

5 Isu perlu diselesaikan dalam jangka waktu 1 bulan 

 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Kategori Seriousness 

SERIOUSNESS 

Nilai Keterangan 

1 Isu memiliki dampak tertentu terhadap individu perisalah 

2 Isu memiliki dampak tertentu terhadap sekelompok pegawai 

3 Isu memiliki dampak tertentu terhadap pegawai bagian Bagian 

Risalah 

4 Isu memiliki dampak tertentu terhadap organisasi Setjen DPR RI 

5 Isu memiliki dampak tertentu terhadap masyarakat luas/publik 

 

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Kategori Growth 

GROWTH 

Nilai Keterangan 

1 Tidak terdapat potensi perkembangan isu 

2 Perkembangan isu terjadi dalam waktu yang relatif lambat (>1 

tahun) 

3 Perkembangan isu terjadi dalam waktu yang sedang (3-12 

bulan) 



 

 

33 

 

4 Perkembangan isu terjadi dalam waktu yang cukup cepat (1-3 

bulan) 

5 Perkembangan isu terjadi sangat cepat dan memiliki efek yang 

signifikan (hitungan minggu - 1 bulan ) 

 

B.2 Pemilihan Isu Prioritas 

Berikut tabel tapisan isu berdasarkan tiga isu yang telah diidentifikasi 

penulis di Bagian Risalah: 

Tabel 3.5 Penilaian Kriteria USG pada Isu-Isu yang Diidentifikasi 

No. Isu yang Diidentifikasi 

Kriteria  
Jumlah 

Nilai 

Peringkat 

Isu 
U S G 

1 Belum Seragamnya Penulisan 

Daftar Kehadiran di Risalah 

Rapat 

5 5 4 14 I 

2 Belum Tersedianya Template 

Risalah Rapat yang Mudah 

Diakses 

2 2 2 6 III 

3 Belum Adanya Fitur Notifikasi 

pada Platform Sirih 

4 3 4 11 II 

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa isu yang memiliki poin 

tertinggi pada kriteria USG ialah isu pertama terkait belum seragamnya 

penulisan daftar kehadiran di risalah rapat. Isu ini memiliki nilai urgency yang 

sangat tinggi dikarenakan memiliki dampak langsung terhadap isi risalah yang 

diserahkan kepada AKD, yakni dari segi konsistensi. Dengan begitu, dibutuhkan 

waktu segera untuk bisa menanggulangi masalah ini sebelum semakin banyak 

risalah rapat yang disusun secara tidak seragam, khususnya pada bagian depan 

atau kepala risalah. Tingkat seriousness dari masalah ini tentunya juga tinggi 

dikarenakan memiliki dampak terhadap hasil kinerja berupa risalah yang diterima 
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oleh AKD dan pada akhirnya dipublikasikan untuk dibaca oleh publik atau 

masyarakat luas. 

Isu kedua memiliki tingkat urgensi, kegawatan, serta potensi 

perkembangan masalah yang paling rendah. Hal ini dikarenakan umumnya para 

perisalah telah memiliki template risalah rapatnya masing-masing yang formatnya 

telah disesuaikan dengan AKDnya masing-masing, seperti pada judul dan daftar 

kehadiran.  

 

Gambar 3.12 Jawaban Responden Terkait Keberadaan Template 

Pengerjaan Risalah Rapat 

Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa 75% responden perisalah legislatif 

telah memiliki template-nya tersendiri dalam menyusun risalah. Dengan begitu, 

keberadaan template risalah rapat pada platform Sirih khawatir tidak terlalu 

meningkatkan efisiensi pekerjaan karena sifat template yang umum dan belum 

menyesuaikan AKD. Di samping itu, urgensi dari permasalahan ini juga cukup 

minim dikarenakan tidak adanya perisalah, khususnya perisalah senior yang 

mengeluhkan perlunya akses template risalah rapat yang lebih mudah, sehingga 

sifat urgency-nya sangat rendah.  

Sementara itu, isu ketiga juga memiliki total nilai yang cukup tinggi, 

khususnya pada kriteria urgency dan growth. Kendati demikian, aspek seriousness 

pada isu ketiga tidak seluas isu pertama dikarenakan dampaknya secara langsung 

hanya terbatas pada pegawai di Bagian Risalah. Selain itu, dibutuhkan waktu yang 

lebih lama untuk bisa mengaktualisasikan kasus ketiga mengingat terbatasnya 

waktu habituasi. Hal ini dikarenakan membutuhkan waktu yang lebih lama dan 

upaya yang lebih rumit untuk bisa meng-assign pengguna ke suatu klasifikasi 

AKD tertentu pada fitur Sirih serta meneruskan notifikasi Sirih ke email masing-
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masing pengguna. Ditambah lagi fakta bahwa masih terdapat menu-menu lain 

pada Sirih yang membutuhkan peningkatan fungsi maupun tampilan, sementara 

tenaga IT  yang dimiliki cukup terbatas.  

Dari berbagai pertimbangan tersebut, isu pertama dianggap paling kritikal 

dan patut dijadikan isu utama untuk dianalisis penyebab serta pemecahan 

masalahnya. 

C. Analisis Isu 

Dalam menganalisis isu belum seragamnya penulisan daftar kehadiran 

di risalah rapat, teknik analisis yang digunakan ialah dengan diagram fishbone atau 

yang juga dikenal sebagai diagram Ishikawa atau cause-and-effect diagram. Teknik 

analisis ini digunakan karena efektivitasnya dalam mengeksplorasi berbagai akar 

penyebab dari isu yang dipilih agar selanjutnya dapat ditentukan langkah yang perlu 

diambil sebagai pemecahan masalah (Kumah et al., 2023). Berikut penggambaran 

diagram fishbone untuk isu yang dipilih: 

 

 

Gambar 3.13 Diagram Fishbone Isu Belum Seragamnya Penulisan Daftar 

Kehadiran Risalah Rapat 

Berdasarkan diagram di atas, terdapat empat klasifikasi penyebab secara 

umum, yakni sumber daya manusia, metode, material atau bahan, serta proses. 

Empat klasifikasi penyebab tersebut kemudian diuraikan menjadi delapan penyebab 

turunan yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini: 

Tabel 3.6 Uraian Penyebab Isu Belum Seragamnya Penulisan Daftar 



 

 

36 

 

Kehadiran Risalah Rapat 

Penyebab Uraian Penyebab 

Sumber 

Daya 

Manusia 

1. Kesadaran perisalah terkait pentingnya keseragaman dan 

konsistensi risalah yang masih kurang. 

2. Gaya penulisan masing-masing perisalah yang cenderung 

berbeda. 

Metode 1. Tidak adanya panduan atau standarisasi terkait penulisan 

daftar kehadiran rapat yang komprehensif. 

2. Perisalah antar AKD memiliki template penyusunan risalah 

rapat yang berbeda-beda. 

Material 1. Inkonsistensi pada dokumen daftar hadir yang diserahkan 

antar satu AKD dengan AKD lainnya. 

2. Hasil rapat Badan Musyawarah terkait penyampaian 

penamaan fraksi masih belum diketahui banyak perisalah 

akibat kurangnya sosialisasi. 

Proses 1. Kurangnya koordinasi perisalah antar AKD untuk 

menyepakati suatu format penulisan daftar kehadiran yang 

sama. 

2. Kurangnya proses pengawasan dan evaluasi terhadap 

konsistensi penyusunan daftar kehadiran risalah. 

 

Penyebab utama yang diidentifikasi oleh penulis terkait isu ini ialah 

permasalahan metode, yakni belum adanya penetapan pedoman atau standarisasi 

dalam penulisan daftar kehadiran di risalah rapat secara terperinci. Keberadaan 

standarisasi dalam penulisan daftar kehadiran tersebut diyakini dapat mengatasi 

penyebab-penyebab lainnya yang telah diidentifikasi dan diberikan pewarnaan 

kuning pada diagram fishbone di atas.  

Ketidakhadiran suatu standarisasi penulisan disinyalir dapat menimbulkan 

permikiran pada perisalah bahwasannya penulisan daftar hadir tidaklah diatur 

secara formal dan karenanya tidak diperlukan keseragaman. Kesadaran dari para 

sumber daya manusia, dalam hal ini pegawai Bagian Risalah atau perisalah 

legislatif, terkait pentingnya penyusunan risalah rapat yang konsisten dan seragam 

dapat ditingkatkan apabila ditetapkannya suatu standarisasi penulisan. Begitu juga 

dengan permasalahan gaya penulisan yang berbeda-beda umumnya disebabkan oleh 

ketiadaan standarisasi tersebut. Dengan begitu, penyebab berupa belum adanya 

panduan dapat dikaitkan dengan aspek SDM. Sementara itu jika dikaitkan dengan 

aspek proses, kebutuhan akan koordinasi antar perisalah untuk menyepakati suatu 
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format dapat sangat diminimalisir apabila permasalahan belum adanya standarisasi 

terlebih dahulu diatasi.  

 

D. Gagasan Pemecahan Isu 

Berdasarkan analisis masalah di atas, ditemukan bahwa akar permasalahan 

dari isu yang diangkat, yaitu belum seragamnya penulisan daftar kehadiran pada 

risalah rapat ialah tidak adanya suatu panduan atau standarisasi penulisan. Untuk 

mengatasi permasalahan ini, maka tentunya dibutuhkan penyusunan suatu panduan 

penulisan daftar kehadiran risalah rapat. Berdasarkan grafik di bawah, tercatat 

sebanyak 84% responden riset yang merupakan perisalah legislatif menganggap 

bahwa keberadaan panduan penulisan daftar kehadiran risalah sangat diperlukan, 

sementara 16% responden lainnya menganggap bahwa panduan tersebut 

diperlukan. Dengan begitu, 100% responden berpendapat bahwa perlu adanya suatu 

panduan yang mengatur penulisan daftar kehadiran dalam penyusunan risalah rapat. 

 

Gambar 3.14 Persepsi Responden Terkait Diperlukannya Panduan Penulisan 

Daftar Kehadiran Risalah Rapat 

Panduan dapat disusun secara komprehensif dengan mencantumkan struktur 

urutan daftar kehadiran beserta keterangan-keterangan yang memperjelas tata 

penulisan secara detail, seperti bagian mana yang perlu dicetak tebal, apakah 

penulisan pimpinan dan anggota lainnya ditulis secara terpisah, apakah anggota 

yang izin perlu dituliskan dalam daftar kehadiran, serta siapa saja undangan yang 

perlu dicantumkan di daftar kehadiran. Poin-poin tersebut meskipun bersifat teknis 

namun perlu ditetapkan secara jelas untuk mengurangi kebingungan perisalah 
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dalam menyusun risalah rapat. Mengingat bahwa tentunya para perisalah sudah 

terbiasa dengan gaya penulisannya masing-masing, maka kemungkinan akan 

membutuhkan pembiasaan kembali sebelum bisa menerapkan standarisasi yang 

baru secara menyeluruh. Suatu hal baru yang diterapkan tentu membutuhkan 

sosialisasi kembali, terlebih apabila hal baru tersebut memuat materi atau aspek 

perubahan yang cenderung banyak. 

Untuk mempermudah penyampaian atau sosialisasi mengenai standarisasi 

penulisan urutan daftar kehadiran pada risalah rapat, maka ada baiknya panduan 

dibuat seringkas mungkin dengan media penyampaian yang tidak terlalu panjang 

lebar dan rumit. Atas pertimbangan tersebut, penulis merekomendasikan agar 

panduan dibuat dalam bentuk infografis atau poster yang hanya berisi satu hingga 

dua halaman. Dengan begitu, perisalah sebagai pengguna panduan tidak perlu repot 

membaca panduan dalam bentuk buku panduan/manual book dan sejenisnya, 

namun pesan utama tetap bisa tersampaikan dengan baik. 

Faktanya, visualisasi layaknya pada infografis dinilai penting untuk 

menyebarkan informasi dengan cepat, efektif dan akurat di berbagai lingkungan 

seperti penelitian, pendidikan, dan lainnya (Elaldı & Çifçi, 2021). Sejalan dengan 

hal ini,  Murray et al. (2017) menyatakan bahwa informasi akan lebih mudah diingat 

jika dipelajari dari infografis daripada dari teks saja. Berdasarkan hasil kedua 

penelitian tersebut, penyusunan panduan dalam bentuk infografis dinilai tepat untuk 

diimplementasikan. Dengan begitu, proses internalisasi poin-poin panduan baru 

terkait daftar kehadiran oleh para perisalah pun diharapkan dapat terwujud dan 

terimplementasikan dengan waktu yang lebih singkat. Proses internalisasi melalui 

sosialisasi terkait panduan ini salah satunya dapat dilakukan melalui media sosial 

seperti WhatsApp group Bagian Risalah agar dapat dengan mudah diakses oleh 

seluruh perisalah. 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana 

strategis tersebut dituang melalui matrik aktualisasi di bawah ini dengan 

menyertakan keterkaitan dengan materi agenda II, agenda III, serta kontribusi 

terhadap visi, misi, atau tujuan organisasi.
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BAB IV  

RANCANGAN AKTUALISASI 

 

A. Matriks Rancangan Aktualisasi 

 

Unit Kerja   : Bagian Risalah - Biro Persidangan I 

Identifikasi Isu   :   

 

 

Isu yang Diangkat  :  Belum Seragamnya Penulisan Daftar Kehadiran di Risalah Rapat 

Gagasan Pemecahan Isu :  Penyusunan panduan penulisan daftar kehadiran risalah rapat dalam bentuk infografis 

 

Tabel 4.1 Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS 

No. Kegiatan Tahapan 

Kegiatan 

Hasil/Output Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan SMART 

ASN 

Kontribusi 

Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tuj

uan Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. Konsultasi dengan 

mentor 

Menghubungi 

mentor untuk 

menetapkan 

jadwal mentoring 

Jadwal 

mentoring yang 

disepakati oleh 

mentor 

Kaitan dengan nilai 

BerAkhlak: 

 

Akuntabel: 

Kaitan dengan Manajemen ASN 

dan Smart ASN: 

 

Manajemen ASN: Dikaitkan 

Visi: Terwujudnya 

dukungan 

1. Belum Seragamnya Penulisan Daftar Kehadiran di Risalah Rapat 

2. Belum Tersedianya Template Risalah Rapat yang Mudah Diakses 

3. Belum Adanya Fitur Notifikasi pada Platform Sirih 
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No. Kegiatan Tahapan 

Kegiatan 

Hasil/Output Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan SMART 

ASN 

Kontribusi 

Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tuj

uan Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Mengkomunikasi

kan isu beserta 

kegiatan yang 

akan dilakukan 

untuk bahan 

aktualisasi serta 

rumusan gagasan 

kreatif yang akan 

dilaksanakan 

Terlaksananya 

pelaporan 

kepada mentor 

terkait gagasan 

aktualisasi 

 

Mempertanggungjawabkan 

ide dan proses aktualisasi 

kepada mentor 

 

Kompeten: Bertukar pikiran 

dan berdiskusi dengan 

mentor untuk menambah 

pengetahuan dan persepsi 

baru terkait isu yang diangkat 

 

Harmonis: Mengapresiasi 

serta menghargai  mentor  

atas masukan-masukan yang 

diberikan untuk 

meningkatkan hasil 

aktualisasi 

dengan UU No. 20 Tahun 2023 

Pasal 2, kegiatan konsultasi 

dengan mentor  menjunjung asas 

akuntabilitas dan keterbukaan. 

Akuntabilitas berkaitan dengan 

aksi pertanggungjawaban konsep 

aktualisasi kepada mentor, 

sementara keterbukaan diartikan 

sebagai kemauan untuk 

mengkomunikasikan konsep 

aktualisasi secara transparan dan 

terbuka.  

 

Kegiatan ini juga dapat dikaitkan 

dengan Pasal 4 terkait kode etik 

dan kode perilaku, yakni 

bagaimana peserta dapat menjaga 

perilakunya dalam berkomunikasi 

dengan mentor  secara baik dan 

efektif. 

 

Smart ASN:  

Networking: menjalin hubungan 

dalam konteks profesional 

dengan mentor 

persidangan 

Komisi dan 

Persidangan 

Paripurna yang 

profesional dan 

akuntabel. 

Tujuan: 

Menyelenggarakan 

dukungan 

persidangan komisi 

dan Persidangan 

Paripurna serta 

pelaksanaan 

dukungan 

penyusunan risalah 

rapat Dewan 

Mentor 

menyetujui isu 

dan tahapan yang 

akan dilakukan 

serta memberikan 

masukan-masukan 

untuk bahan 

aktualisasi 

nantinya 

Persetujuan dan 

masukan dari 

mentor serta 

catatan pada 

formulir alat 

bantu mentoring. 

 

Evidence: 

dokumentasi 

saat mentoring. 
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No. Kegiatan Tahapan 

Kegiatan 

Hasil/Output Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan SMART 

ASN 

Kontribusi 

Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tuj

uan Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Hospitality: bersikap ramah dan 

santun dalam berkomunikasi 

dengan mentor  

Profesionalisme: berupaya 

mengkomunikasikan konsep 

latsar dengan optimal agar bisa 

diselesaikan dengan baik. 

Perwakilan Rakyat 

Republik 

Indonesia. 

2. Pengumpulan 

informasi 

pendukung  

Menelusuri risalah 

rapat dari berbagai 

AKD untuk 

mengidentifikasi 

inkonsistensi apa 

saja yang 

umumnya terdapat 

di bagian daftar 

kehadiran 

Informasi terkait 

poin-poin 

perbedaan pada 

penulisan daftar 

kehadiran pada 

risalah rapat di 

beberapa AKD 

Akuntabel: Berupaya 

mengumpulkan data secara 

jujur sesuai dengan kondisi 

yang ada serta mampu 

mempertanggungjawabkan 

kebenaran data. 

 

Kompeten: Berupaya 

menggali dan menganalisis 

data dan informasi sehingga 

dapat dijadikan informasi 

pendukung yang relevan dan 

valid. 

 

Manajemen ASN: Dikaitkan 

dengan UU No. 20 Tahun 2023 

Pasal 2, kegiatan ini menjunjung 

asas profesionalisme, yakni 

dengan mengutamakan adanya 

data- data dukung yang valid 

dalam penyusunan aktualisasi. 

Kegiatan ini juga berkaitan 

dengan asas efektivitas dan 

efisiensi, yakni dengan 

memanfaatkan sumber daya 

digital untuk menggali informasi. 

 

Kegiatan ini dapat pula dikaitkan 

dengan Pasal 4 Ayat (2) terkait 

nilai dasar ASN, yakni akuntabel, 

kompeten, dan adaptif. 

Menganalisis isi 

Pedoman Tata 

Naskah DPR RI 

untuk melihat 

sejauh mana 

standarisasi daftar 

kehadiran risalah 

Informasi terkait 

poin-poin 

substansi apa 

saja yang dapat 

dikembangkan 

dari pedoman 

tersebut 
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No. Kegiatan Tahapan 

Kegiatan 

Hasil/Output Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan SMART 

ASN 

Kontribusi 

Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tuj

uan Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

rapat diatur  

Smart ASN:  

Entrepreneurship: melihat 

perlunya peluang perbaikan 

ketika terdapat ketidakseragaman 

dalam penyusunan daftar 

kehadiran risalah rapat 

Digital Literasi: memanfaatkan 

media digital yang tersedia untuk 

meningkatkan efisiensi proses 

pengumpulan data 

Integritas: menjamin bahwa data 

dukung yang diperoleh ialah 

benar adanya dan tidak ada 

fabrikasi yang dilakukan. 

3. Penyusunan 

gagasan kreatif 

berupa Panduan 

Penyusunan Daftar 

Kehadiran Risalah 

Rapat 

Menyusun 

substansi panduan 

ke dalam bentuk 

template daftar 

kehadiran risalah  

Template kepala 

risalah yang 

memuat daftar 

kehadiran 

Komisi I hingga 

Komisi XI 

Berorientasi Pelayanan: 

Berupaya meningkatkan 

konsistensi risalah rapat 

melalui panduan penulisan 

daftar kehadiran agar 

terwujud suatu standar 

Manajemen ASN: Berkaitan 

dengan UU No. 20 Tahun 2023 

Pasal 2, kegiatan ini menjunjung 

asas kepastian hukum, yakni 

substansi yang dimasukkan ke 

dalam panduan nantinya sejalan 
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No. Kegiatan Tahapan 

Kegiatan 

Hasil/Output Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan SMART 

ASN 

Kontribusi 

Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tuj

uan Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Menentukan dan 

menyusun konsep 

infografis yang 

akan digunakan 

Konsep dan 

template 

infografis 

pelayanan yang optimal 

 

Kompeten: Berupaya 

menyalurkan hasil 

pengumpulan data dan 

informasi ke dalam panduan 

dengan kualitas terbaik 

sembari memerhatikan 

ketentuan-ketentuan 

substansial yang berlaku 

 

Adaptif: Menuangkan isi 

panduan ke dalam infografis 

digital melalui tools desain 

seperti Canva untuk 

mempermudah pembuatan 

dan pendistribusiannya. 

 

Kolaboratif: Adanya 

kolaborasi dengan sesama 

CPNS Perisalah Legislatif 

dalam menyusun template  

kepala risalah. 

dengan ketentuan dan pedoman 

yang telah berlaku. Kegiatan ini 

juga menjunjung asas efektivitas 

dan efisien, yakni penuangan 

substansi ke dalam infografis 

didasari oleh efektivitas 

penggunaan media visual dalam 

hal penyampaian suatu informasi. 

 

Kegiatan ini dapat pula dikaitkan 

dengan Pasal 4 Ayat (2) terkait 

nilai dasar ASN, yakni 

berorientasi pelayanan, 

kompeten, dan adaptif. 

Smart ASN: 

Digital Literasi: Turut serta 

mengikuti perkembangan zaman 

dengan menggunakan tools 

desain digital dalam membuat 

infografis panduan. 

Profesionalisme: Berupaya 

menyelesaikan panduan secara 

optimal dan sesuai dengan 

timeline yang telah direncanakan. 

Menuangkan 

substansi panduan 

ke dalam konsep 

infografis yang 

telah dibuat 

Infografis 

Panduan 

Penulisan Daftar 

Kehadiran 

Risalah Rapat 

dalam bentuk 

dokumen 

softcopy 
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No. Kegiatan Tahapan 

Kegiatan 

Hasil/Output Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan SMART 

ASN 

Kontribusi 

Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tuj

uan Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

4. Sosialisasi Panduan 

Penulisan Daftar 

Kehadiran Risalah 

Rapat  

Menetapkan 

metode dan jadwal 

untuk 

mensosialisasikan 

hasil infografis 

panduan 

Tersampaikan- 

nya Panduan 

Penulisan Daftar 

Kehadiran 

Risalah Rapat 

kepada para 

pegawai Bagian 

Risalah untuk 

harapannya 

dapat dijadikan 

acuan dalam 

penyusunan 

risalah rapat ke 

depannya 

 

Evidence: 

undangan 

sosialisasi dan 

dokumentasi 

saat proses 

sosialisasi 

Berorientasi Pelayanan: 

Memastikan adanya 

optimalisasi pada hasil 

kinerja Bagian Risalah 

berupa keseragaman risalah 

rapat untuk meningkatkan 

persepsi AKD maupun 

publik yang nantinya 

membaca risalah rapat 

 

Akuntabel: Menunjukkan 

hasil dari proses aktualisasi 

sebagai upaya unjuk 

komitmen akan rancangan 

yang telah diusulkan 

 

Kompeten: Berupaya 

meningkatkan kapasitas 

dalam berkinerja melalui 

keberadaan panduan serta 

turut serta membagikan 

pengetahuan kepada rekan 

kerja maupun atasan 

 

Harmonis: Memastikan 

Manajemen ASN: Berkaitan 

dengan UU No. 20 Tahun 2023 

Pasal 2, kegiatan sosialisasi 

menjunjung asas keterbukaan 

yakni dengan menunjukkan hasil 

aktualisasi secara terbuka kepada 

para pegawai Bagian Risalah. 

Asas efektivitas dan efisiensi juga 

dapat diimplementasikan dengan 

memilih metode yang paling 

sesuai dan efisien dalam 

penyampaian panduan kepada 

audiens.   

 

Kegiatan ini dapat pula dikaitkan 

dengan Pasal 4 terkait terkait kode 

etik dan kode perilaku, yakni 

bagaimana peserta dapat menjaga 

perilakunya dalam proses 

sosialisasi hasil aktualisasi. 

Implementasi nilai dasar ASN 

dapat juga diterapkan pada 

kegiatan ini, yakni berorientasi 

pelayanan, akuntabel, kompeten, 

dan harmonis. 

Mengkomunikasi

kan kegiatan 

sosialisasi kepada 

pegawai Bagian 

Risalah agar dapat 

ikut berpartisipasi 

Menyiapkan 

peraga sosialisasi 

yang dibutuhkan 

berupa slide 

paparan 

Melakukan 

kegiatan 

sosialisasi kepada 

pegawai Bagian 

Risalah selaku 
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No. Kegiatan Tahapan 

Kegiatan 

Hasil/Output Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan SMART 

ASN 

Kontribusi 

Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tuj

uan Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

stakeholders 

aktualisasi 

adanya interaksi yang positif 

dan efektif dengan rekan 

kerja maupun atasan dalam 

penyampaian hasil 

aktualisasi 

 

Smart ASN: 

Hospitality: bersikap ramah dan 

santun dalam menyampaikan 

hasil aktualisasi kepada target 

sosialisasi. 

Networking: berupaya 

membangun hubungan 

profesional baik sebelum 

melakukan sosialisasi untuk 

meng-engage lebih banyak 

audiens, maupun melalui proses 

sosialisasi itu sendiri. 

Profesionalisme: sosialisasi 

dapat menyamakan persepsi 

perisalah dalam menulis daftar 

kehadiran risalah sehingga 

meningkatkan kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan, dalam hal ini 

risalah rapat. 

5. Evaluasi dan 

Monitoring 

Pemanfaatan 

Panduan Penulisan 

Menyusun dan 

membagikan 

borang evaluasi 

hasil aktualisasi 

Borang evaluasi 

digital berupa 

Google Form 

dan jawaban 

Berorientasi Pelayanan: 

Memastikan bahwa panduan 

dan template kepala risalah 

digunakan oleh para 

Manajemen ASN: Berkaitan 

dengan UU No. 20 Tahun 2023 

Pasal 2, kegiatan sosialisasi 

menjunjung asas akuntabilitas 
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No. Kegiatan Tahapan 

Kegiatan 

Hasil/Output Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan SMART 

ASN 

Kontribusi 

Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tuj

uan Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Daftar Kehadiran 

Risalah Rapat 
untuk dijadikan 

umpan balik hasil 

aktualisasi 

responden 

sebagai 

penilaian dan 

feedback 

terhadap 

panduan 

perisalah untuk mewujudkan 

keseragaman serta 

mendukung kemudahan 

penulisan daftar kehadiran 

risalah. 

 

Akuntabel: Bertanggung 

jawab akan hasil aktualisasi 

melalui kesediaan untuk 

dievaluasi oleh para 

stakeholders serta melalui 

penulisan laporan 

pelaksanaan aktualisasi. 

 

Kompeten: Berupaya 

mewujudkan hasil aktualisasi 

dengan kualitas terbaik 

melalui penyempurnaan dari 

umpan balik yang diterima 

 

Harmonis: Mendukung 

adanya kesempatan untuk 

melakukan komunikasi 

melalui pertanggungjawaban 

hasil evaluasi melalui proses 

evaluasi oleh stakeholders dan 

penyusunan laporan aktualisasi 

serta asas keterbukaan melalui 

sikap penerimaan akan kritik dan 

umpan balik yang diberikan. 

 

Kegiatan ini dapat pula dikaitkan 

dengan Pasal 4 Ayat (2) terkait 

nilai dasar ASN, yakni akuntabel, 

kompeten, harmonis, dan adaptif. 

 

Smart ASN: 

Entrepreneurship: melihat 

umpan balik yang diberikan 

sebagai peluang untuk perbaikan 

Profesionalisme: proses evaluasi 

dan monitoring dilakukan untuk 

memastikan bahwa output dari 

aktualisasi yang disusun memiliki 

kualitas dan standar yang tinggi 

Integritas: menjamin bahwa 

Membagikan 

infografis panduan 

yang telah 

difinalisasi kepada 

perisalah melalui 

grup WhatsApp 

Screenshot bukti 

pembagian 

softcopy 

infografis 

panduan 

Memonitor 

penggunaan 

panduan oleh para 

perisalah sebagai 

acuan penulisan 

daftar kehadiran 

risalah rapat 

Data jumlah 

risalah per 

komisi yang 

telah 

menggunakan 

panduan serta 

screenshot 

risalah tersebut 
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No. Kegiatan Tahapan 

Kegiatan 

Hasil/Output Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan Agenda II 

Nilai-nilai Dasar ASN 

BerAkhlak 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan Agenda III 

Manajemen ASN dan SMART 

ASN 

Kontribusi 

Terhadap 

Visi/Misi/Tusi/Tuj

uan Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Menyusun laporan 

final pelaksanaan 

kegiatan 

aktualisasi 

Laporan 

Aktualisasi 

secara terbuka dan 

pembelajaran bersama 

 

Adaptif: Memanfaatkan 

platform digital dalam 

melakukan  evaluasi dan 

sharing infografis panduan 

untuk meningkatkan 

kemudahan dan efisiensi 

proses. 

mekanisme evaluasi yang 

dilakukan berlandaskan aspek 

kejujuran dan objektivitas 

Digital literasi: memanfaatkan 

platform digital untuk 

memfasilitasi proses evaluasi dan 

sharing infografis panduan. 
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B. Jadwal Kegiatan 
 

Tabel 4.2 Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi 

 No. Kegiatan/ Tahapan 

Kegiatan 

AGUSTUS SEPTEMBER OKT. 

   I   II 
  

III 
  

IV 
   I  II  III 

  
IV 

I   II 

   1. Kegiatan Konsultasi dengan 

Mentor 

          

a) Menghubungi mentor            

b) Mengkomunikasikan 

gagasan rancangan aktualisasi 

          

c) Mendapat persetujuan dan 

masukan dari mentor  

          

   2. Kegiatan Pengumpulan 

Informasi Pendukung 

          

a) Menelaah risalah rapat dari 

berbagai AKD 

          

b) Menganalisis isi Pedoman 

Tata Naskah DPR RI 

          

   3. Kegiatan Penyusunan  

Gagasan Kreatif berupa 

Panduan Penulisan Daftar 

Kehadiran Risalah Rapat 

          

a) Mengumpulkan poin-poin 

substansi pada panduan 

          

b) Menentukan konsep 

infografis yang akan 

digunakan 

          

c) Menuangkan substansi ke 

dalam konsep infografis 

          

   4.  Kegiatan Sosialisasi Panduan 

Penulisan Daftar Kehadiran 

Risalah Rapat 

          

a) Menetapkan jadwal dan 

metode sosialisasi 

          

b) Mengkomunikasikan 

kegiatan sosialisasi ke target 

audiens 

          

c) Menyiapkan peraga untuk 

proses sosialisasi 

          

d) Melangsungkan sosialisasi           

   5.  

 

Kegiatan Evaluasi & Revisi           

a) Menyusun borang evaluasi           

b) Menyebarkan borang 

evaluasi untuk dijadikan umpan 

balik 

          

c) Menyusun Laporan 

Aktualisasi 
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BAB V 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

Selama pelaksanaan aktualisasi, terdapat beberapa perubahan dalam 

pelaksanaan kegiatan, baik dalam tahapan kegiatan maupun jadwal kegiatan. Hal ini 

dikarenakan penulis menetapkan jadwal yang terlalu awal pada perancangan 

aktualisasi, yakni minggu pertama Agustus. Idealnya, pelaksanaan aktualisasi baru 

dimulai pada minggu keempat Agustus, yakni setelah seminar rancangan. Sementara 

itu, penambahan tahapan dapat dilihat pada kegiatan kelima, di mana penulis 

menambahkan tahapan pembagian soft copy panduan final serta tahapan monitoring 

penggunaan panduan. Berikut realisasi jadwal pelaksanaan aktualisasi di lapangan: 

Tabel 5.1 Matriks Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 

 No. Kegiatan/ Tahapan 

Kegiatan 

AGT SEPTEMBER OKT 

IV I II III IV I II 

   1. Kegiatan Konsultasi dengan 

Mentor 

       

a) Menghubungi mentor         

b) Mengkomunikasikan 

gagasan rancangan aktualisasi 

       

c) Mendapat persetujuan dan 

masukan dari mentor  

       

   2. Kegiatan Pengumpulan 

Informasi Pendukung 

       

a) Menelaah risalah rapat dari 

berbagai AKD 

       

b) Menganalisis isi Pedoman 

Tata Naskah DPR RI 

       

   3. Kegiatan Penyusunan  

Gagasan Kreatif Berupa 

Panduan Penulisan Daftar 

Kehadiran Risalah Rapat 

       

a) Menyusun poin-poin 

substansi panduan ke dalam 

bentuk template 

       

b) Menentukan konsep 

infografis yang akan 

digunakan 

       

c) Menuangkan substansi ke 

dalam konsep infografis 

       

   4.  Kegiatan Sosialisasi Panduan 

Penulisan Daftar Kehadiran 
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Risalah Rapat 

a) Menetapkan jadwal dan 

metode sosialisasi 

       

b) Mengkomunikasikan 

kegiatan sosialisasi ke target 

audiens 

       

c) Menyiapkan peraga untuk 

proses sosialisasi 

       

d) Melangsungkan sosialisasi        

        

5.  

  

Kegiatan Evaluasi & 

Monitoring Pemanfaatan 

Panduan Penulisan Daftar 

Kehadiran Risalah Rapat 

       

a) Menyusun dan menyebarkan 

borang evaluasi untuk dijadikan 

umpan balik 

       

b) Menyebarkan infografis 

panduan yang telah 

difinalisasi 

       

c) Memonitor penggunaan 

panduan oleh para Perisalah 

Legislatif 

       

d) Menyusun Laporan 

Aktualisasi 

       

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan 

Pelaksanaan aktualisasi dimulai setelah didapatkannya persetujuan dari 

mentor, coach, serta setelah diuji oleh penguji pada proses seminar rancangan. 

Pelaksanaan aktualisasi selanjutnya dilakukan mengacu pada rancangan yang telah 

diseminarkan tersebut. Berikut penjabaran akan pelaksanaan tiap-tiap kegiatan 

aktualisasi yang telah dilakukan. 

B.1 Konsultasi dengan Mentor 

1. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh penulis dalam melangsungkan 

aktualisasi ialah terlebih dahulu berkonsultasi dengan mentor. Penulis pertama-

tama menghubungi mentor melalui media pesan WhatsApp untuk mendapatkan 

jadwal mentoring sesuai dengan kesediaan mentor. Pada kegiatan ini, penulis 

mengkomunikasikan gagasan kreatif yang akan diangkat beserta langkah-

langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan gagasan kreatif. Kegiatan ini 

dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2024 untuk seluruh tahapan 

kegiatannya. 
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Berdasarkan diskusi yang dilakukan, penulis mendapat masukan terkait 

substansi-substansi yang nantinya perlu dituangkan dalam template daftar 

kehadiran risalah, seperti penulisan kategorisasi anggota dan pimpinan, 

penulisan nama fraksi, serta masukan-masukan teknis lainnya yang tertuju pada 

template tersebut. Sebelumnya penulis hanya merencanakan penyusunan 

panduan dalam bentuk infografis, namun mentor memberikan arahan untuk 

kemudian dibuatkan dalam bentuk template untuk mempermudah perisalah 

dalam mengadopsi panduan tersebut. Di sini penulis juga mengkomunikasikan 

terkait gambaran kasar mengenai infografis yang akan dibuat serta bagaimana 

nantinya akan mensosialisasikan panduan tersebut kepada para perisalah 

legislatif. Setelah mendapatkan masukan-masukan serta persetujuan untuk 

melanjutkan tahapan kegiatan, penulis selanjutnya mengikuti arahan mentor 

untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya. 

 

Gambar 5.1 Dokumentasi Tahapan Konsultasi dengan Mentor 

2. Keterkaitan Nilai Dasar ASN Dalam Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 

Kegiatan ini memiliki keterkaitan terhadap Agenda II pembelajaran 

latihan dasar, yakni terkait nilai dasar ASN BerAKHLAK. Nilai Akuntabel 

tercermin dalam upaya penulis mempertanggungjawabkan ide dan proses 

aktualisasi kepada mentor. Sementara itu, nilai Kompeten diwujudkan dengan 

adanya proses bertukar pikiran dan berdiskusi dengan mentor untuk menambah 

pengetahuan dan persepsi baru terkait isu yang diangkat. Selanjutnya, nilai 

Harmonis diwujudkan melalui sikap mengapresiasi serta menghargai  mentor  

atas masukan-masukan yang diberikan dalam rangka meningkatkan hasil 

aktualisasi. 

3. Hasil Capaian Kegiatan Aktualisasi 
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Tabel 5.2 Hasil Capaian Kegiatan Aktualisasi Kegiatan 1 

No Tahapan Kegiatan Waktu 

Pelaksanaan 

Output/Hasil Keterangan 

1.  Menghubungi mentor 

untuk mendapatkan 

jadwal mentoring 

29 Agustus 

2024 

1. Terlaksananya 

pelaporan kepada 

mentor terkait 

gagasan 

aktualisasi; 

2. Persetujuan dan 

masukan dari 

mentor; 

3. Formulir Alat 

Bantu Mentoring. 

Telah 

terlaksana 

2. Mengkomunikasikan 

gagasan rancangan 

aktualisasi 

3. Mendapatkan 

persetujuan dan 

masukan dari mentor 

B.2 Pengumpulan Informasi Pendukung 

1. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan 

Pada kegiatan kedua, penulis melakukan pengumpulan informasi 

pendukung sebagai acuan penyusunan panduan penulisan daftar kehadiran 

risalah rapat. Dalam hal ini, dokumen yang penulis analisis antara lain adalah 

Pedoman Tata Naskah DPR RI terkait risalah, catatan rapat, serta laporan singkat 

dan juga risalah-risalah dari berbagai alat kelengkapan dewan (AKD), 

khususnya pada komisi-komisi. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama 

bulan September, yakni pada tanggal 1 hingga 3 September 2024. 

Analisis Pedoman Tata Naskah DPR RI yang mengatur terkait risalah 

catatan rapat, dan laporan singkat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

penulisan daftar kehadiran pada risalah rapat diatur melalui pedoman ini. Hal ini 

dinilai krusial untuk memastikan bahwasannya panduan yang disusun masih 

sejalan dengan pedoman dan aturan yang telah ada. Berdasarkan analisis yang 

dilakukan, diketahui bahwasannya penulisan daftar kehadiran pada risalah 

belum diatur secara mendetail pada pedoman ini. Beberapa hal utama yang diatur 

dan diharuskan untuk ada dalam kepala rapat ialah jumlah dan nama Anggota 

yang menandatangani daftar hadir serta undangan yang hadir. Minimnya detail 

yang diatur pada bagian ini memberikan keleluasaan bagi penulis untuk 

menyusun suatu standarisasi pada panduan penulisan daftar kehadiran risalah 

yang dinilai baik secara tampilan dan juga mengandung informasi yang lengkap. 

Berikut di bawah ini bagian Pedoman Tata Naskah DPR RI yang penulis analisis 

dan jadikan acuan penyusunan panduan. 
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Gambar 5.2 Pedoman Tata Naskah DPR RI terkait Risalah Rapat 

Selain dokumen di atas, penulis juga menganalisis kepala risalah yang 

sebelumnya telah digunakan berbagai komisi untuk melihat gaya penulisan tiap-

tiap komisi tersebut. Proses ini dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan-

perbedaan apa saja yang umumnya dimiliki perisalah pada tiap-tiap komisi 

terkait gaya penulisan mereka dalam menulis daftar kehadiran risalah rapat. 

Proses ini telah sebelumnya dilakukan oleh penulis secara umum pada beberapa 

risalah di beberapa AKD untuk menilai urgensi keberadaan panduan penulisan 

yang akan disusun. Pada masa habituasi, proses ini dilakukan kembali secara 

lebih menyeluruh, baik untuk mengidentifikasi kembali perbedaan-perbedaan 

yang ditemukan, maupun untuk juga menentukan standarisasi yang akan 
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ditetapkan pada panduan berdasarkan gaya penulisan yang telah digunakan di 

mayoritas AKD. Di bawah ini penulis melampirkan beberapa contoh risalah 

yang telah dianalisis, yakni secara berurutan dari Komisi II, Komisi VII, serta 

Komisi X. Di antara komisi-komisi lainnya, penulis melihat adanya perbedaan 

yang sangat signifikan dari gaya penulisan daftar kehadiran pada ketiga komisi 

tersebut. 

Komisi II                                           Komisi VII 

   

Komisi X 

 

Gambar 5.3 Daftar Kehadiran Risalah Rapat dari Komisi II, Komisi VII, 

dan Komisi X 

2. Keterkaitan Nilai Dasar ASN Dalam Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 

Pada kegiatan kedua ini, nilai dasar ASN yang terkandung ialah akuntabel 

dan kompeten. Nilai Akuntabel tercermin dari upaya penulis dalam 

mengumpulkan data secara jujur sesuai dengan kondisi yang ada serta mampu 

mempertanggungjawabkan kebenaran data. Sementara itu, nilai Kompeten 

dicapai melalui bagaimana penulis berupaya menggali dan menganalisis data dan 
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informasi sehingga dapat dijadikan acuan dan informasi pendukung yang relevan 

dan valid. 

3. Hasil Capaian Kegiatan Aktualisasi 

Tabel 5.3 Hasil Capaian Kegiatan Aktualisasi Kegiatan 2 

No Tahapan Kegiatan Waktu 

Pelaksanaan 

Output/Hasil Keterangan 

1.  Menelaah risalah 

rapat dari berbagai 

AKD 

1-2 

September 

2024 

Terkumpulnya poin-

poin informasi yang 

akan dijadikan acuan 

dalam penyusunan 

standarisasi pada 

panduan penulisan 

daftar kehadiran 

risalah rapat. 

Telah 

terlaksana 
2. Menelaah Pedoman 

Tata Naskah DPR RI 
3 September 

2024 

B.3 Penyusunan Gagasan Kreatif berupa Panduan Penulisan Daftar Kehadiran  

Risalah Rapat 

1. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan 

Pada kegiatan ini, penulis melangsungkan tiga tahapan kegiatan, yakni 

menyusun poin-poin substansi panduan ke dalam template daftar kehadiran 

risalah, menentukan dan menyusun konsep infografis, serta memasukkan 

substansi panduan ke dalam konsep infografis yang telah dibuat. Melalui kegiatan 

ini, terdapat dua output yang dihasilkan, yakni template daftar kehadiran risalah 

serta infografis panduan penulisan daftar kehadiran risalah. Kegiatan ini 

dilaksanakan pada minggu pertama hingga minggu ketiga bulan September 2024, 

yakni tepatnya pada tanggal 4 hingga 15 September 2024. 

a. Menyusun Poin-Poin Substansi Panduan ke Dalam Bentuk Template 

Pada tahapan pertama, yaitu menyusun poin-poin substansi panduan ke 

dalam template daftar kehadiran risalah, penulis berupaya menentukan 

standarisasi-standarisasi yang akan digunakan. Poin-poin standarisasi 

tersebut kemudian dituangkan secara langsung ke dalam bentuk template 

sehingga dapat terlihat bagaimana bentuk dari daftar kehadiran yang nantinya 

mengacu ke panduan yang akan disusun. Keberadaan template ini juga 

ditujukan untuk mempermudah para perisalah untuk mengadopsi panduan 

yang akan disosialisasikan.  

Pembuatan template dilakukan secara kolaboratif dengan salah satu 
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peserta pelatihan dasar sekaligus perisalah legislatif. Hal ini dilakukan karena 

topik aktualisasi yang diangkat perisalah tersebut ialah standarisasi pada 

bagian kepala risalah, yang mana daftar kehadiran merupakan salah satu 

bagian pada kepala risalah tersebut. Dengan begitu, template yang penulis 

sediakan ialah template kepala risalah secara keseluruhan yang sudah 

digabung, tidak hanya pada bagian daftar kehadiran. Template daftar 

kehadiran risalah yang disusun telah mencantumkan nama-nama Anggota 

setiap komisi dari Komisi I hingga Komisi XI pada Masa Keanggotaan 2019-

2024. Hal ini tentunya dilakukan untuk meningkatkan willingness perisalah 

dalam menggunakan template tersebut melalui kemudahan yang ditawarkan. 

Di samping template kepala risalah per komisi yang telah tercantum nama-

nama Anggota, penulis juga menyediakan satu template kosong tanpa nama-

nama untuk bisa juga diadopsi oleh AKD-AKD di luar komisi. 

Folder template selanjutnya disimpan dalam platform Microsoft 

SharePoint organisasi untuk mempermudah proses sharing kepada para 

perisalah yang selanjutnya dapat disebar dalam bentuk QR code dan short 

link, yakni bit.ly/kepalarisalah. Penggunaan platform SharePoint Setjen 

DPR RI dilakukan untuk memastikan bahwa folder tersebut hanya dapat 

dibuka melalui akun email DPR RI. Berikut tampilan folder SharePoint dan 

juga salah satu template kepala risalah pada Komisi I.  

 

Gambar 5.4 Folder Template Kepala Risalah Komisi I – Komisi XI 

http://bit.ly/kepalarisalah
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Gambar 5.5 Tampilan Template Komisi I 

b. Menentukan Konsep Infografis yang Akan Digunakan 

Pada tahap kegiatan kedua, yakni penentuan konsep infografis, penulis 

memanfaatkan platform Canva untuk mempermudah pemilihan desain dan 

elemen grafis. Desain yang telah dipilih melalui Canva kemudian dilakukan 

modifikasi agar sesuai dengan layout dan tampilan yang diinginkan penulis. 

Dalam penyusunan konsep, penulis memilih untuk menampilkan contoh 

daftar kehadiran yang kemudian disertai penjelasan dari poin-poin penting 
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pada contoh daftar kehadiran tersebut dalam infografis. Berikut di bawah ini 

merupakan konsep awal dari penyusunan infografis panduan: 

 

Gambar 5.6 Tampilan Draf Konsep Infografis Panduan 

c. Menuangkan Substansi Panduan ke Dalam Konsep Infografis 

Setelah menentukan konsep ataupun desain infografis yang akan 

digunakan, tahap selanjutnya yang penulis lakukan ialah menuangkan 

substansi-substansi panduan yang telah ditentukan sebelumnya ke dalam 

konsep infografis. Pada mulanya, infografis dibuat dengan bentuk 

memanjang ke bawah dan meng-highlight tujuh poin-poin yang perlu 

diperhatikan dalam penulisan daftar kehadiran layaknya pada gambar 

infografis di bawah: 
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Gambar 5.7 Tampilan Draf Infografis Panduan beserta Substansi 

Kendati demikian, setelah melakukan penelaahan kembali serta 

berdasarkan masukan dari mentor, penulis melakukan perbaikan kembali pada 

infografis. Alih-alih dibuat memanjang, infografis dibuat dalam bentuk persegi 

untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi di dalam infografis. Selain 

itu, penulis juga menambahkan dua poin penjabaran lainnya untuk memastikan 

bahwa standarisasi yang ditetapkan dapat tersampaikan dengan baik. Infografis 

inilah yang nantinya akan disebarkan di dalam borang evaluasi sebagai bahan 

penilaian oleh para perisalah dalam memberikan umpan balik. Berikut tampilan 

infografis setelah dilakukan perbaikan-perbaikan tersebut:  
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Gambar 5.8 Tampilan Draf Infografis Panduan beserta Substansi 

2. Keterkaitan Nilai Dasar ASN Dalam Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 

Pada kegiatan ini, terdapat tiga nilai dasar ASN BerAKHLAK yang dapat 

diwujudkan penulis. Nilai pertama ialah Berorientasi Pelayanan, di mana penulis 

dalam hal ini berupaya meningkatkan konsistensi risalah rapat melalui panduan penulisan 

daftar kehadiran agar terwujud suatu standar pelayanan yang optimal. Nilai kedua adalah 

Kompeten yang tercermin dari upaya penulis dalam menyalurkan hasil pengumpulan 

data dan informasi ke dalam panduan dengan kualitas terbaik sembari memerhatikan 

ketentuan-ketentuan substansial yang berlaku. Nilai selanjutnya ialah Adaptif yang 

terwujud melalui bagaimana penulis menuangkan isi panduan ke dalam infografis digital 

dengan senantiasa memanfaatkan tools desain seperti Canva untuk mempermudah 

pembuatan dan pendistribusiannya. Nilai terakhir pada kegiatan ini ialah Kolaboratif 

yang tercermin dari adanya kolaborasi dengan sesama CPNS Perisalah Legislatif dalam 

menyusun template kepala risalah. 

3. Hasil Capaian Kegiatan Aktualisasi 

Tabel 5.4 Hasil Capaian Kegiatan Aktualisasi Kegiatan 3 

No Tahapan Kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 
Output/Hasil Keterangan 

1.  Menyusun poin-poin 

substansi panduan 

ke dalam bentuk 

template   

2 - 9 

September 

 2024 

• Template kepala 

risalah Komisi I - 

Komisi XI yang 

telah 

mencantumkan 

daftar kehadiran 
per komisi 

• Infografis 

Panduan 

Telah 

terlaksana 
2. Menentukan konsep 

infografis yang akan 
digunakan 

7 - 8 

September 
2024 

3.  Menuangkan 

substansi panduan ke 
9 - 18 

September 
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dalam konsep 

infografis   

2024 Penulisan Daftar 

Kehadiran Risalah 

Rapat 

B.4 Sosialisasi Panduan Penulisan Daftar Kehadiran Risalah Rapat 

1. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan 

Setelah dilakukan penyusunan gagasan kreatif, penulis melakukan kegiatan 

sosialisasi untuk menyampaikan hasil gagasan kreatif berupa panduan penulisan 

daftar kehadiran rapat kepada para perisalah legislatif selaku stakeholders. 

Kegiatan ini dibagi menjadi empat tahapan, yakni penetapan jadwal dan mentoder 

sosialisasi, pengkomunikasian kegiatan sosialisasi kepada target audiens, 

penyiapan peraga sosialisasi, serta pelaksanaan sosialisasi itu sendiri.  Kegiatan 

pra-sosialisasi dan sosialisasi secara keseluruhan dilaksanakan pada 2 hingga 11 

September 2024 dengan rincian tahapan sebagai berikut. 

a. Menetapkan Jadwal dan Metode Sosialisasi 

Pertama-tama, penulis menentukan jadwal metode sosialisasi yang 

akan digunakan. Untuk jadwal sosialisasi, penulis memilih untuk 

melangsungkannya di minggu kedua, yakni di tanggal 11 September 2024. 

Pemilihan waktu tersebut didasari oleh komunikasi yang dilakukan antara 

penulis dan tujuh teman CPNS di Bagian Risalah yang secara umum telah 

menyelesaikan konsep gagasan kreatif, sehingga tanggal tersebut muncul 

sebagai hasil musyawarah kami. Selain itu, penulis beranggapan 

bahwasannya semakin cepat sosialisasi yang dilakukan, maka semakin 

panjang periode monitoring yang dapat dilakukan terhadap para perisalah 

yang akan menggunakan panduan. 

Terkait dengan metode sosialisasi, penulis dan tujuh teman peserta 

latsar di Bagian Risalah memutuskan untuk menyampaikan gagasan kreatif 

kami melalui metode presentasi tatap muka yang diiringi sesi tanya jawab 

singkat. Kami merasa bahwa metode ini lebih efektif dan efisien 

dibandingkan melalui focus group discussion (FGD) ataupun diskusi 

mendalam lainnya mengingat bahwa target audiens kami ialah Perisalah 

Legislatif secara umum, bukan hanya pegawai dari penugasan AKD yang 

sama. Selain itu, keterbatasan waktu dan banyaknya CPNS yang harus 

melaksanakan sosialisasi menjadi alasan kami. Melalui metode ini, gagasan 

kreatif dapat tersampaikan secara lengkap dalam waktu yang singkat, namun 
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juga tetap memberikan kesempatan bagi audiens untuk menyampaikan 

pendapat ataupun pertanyaan. Dalam hal ini, pihak-pihak yang kami undang 

adalah Perisalah Legislatif dari jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, maupun 

Ahli Madya. 

b. Mengkomunikasikan Kegiatan Sosialisasi kepada Target Audiens 

Setelah menentukan jadwal dan metode, kami selanjutnya menyusun 

undangan sosialisasi untuk disebarkan kepada target audiens. Sebelum 

disebarkan, undangan tersebut telah telah diketahui dan ditandatangani oleh 

Kepala Bagian Risalah dengan mencantumkan pula tembusan kepada Kepala 

Biro Persidangan I. Undangan sosialisasi selanjutnya disebarkan kepada para 

CPNS Perisalah Legislatif serta jajaran pimpinan Bagian Risalah untuk 

kemudian diteruskan juga kepada para Perisalah Legislatif senior di Bagian 

Risalah selaku stakeholders. Penyebaran undangan dilakukan melalui media 

grup WhatsApp karena dinilai efektif dan efisien. Berikut undangan 

sosialisasi beserta evidence pengkomunikasian undangan sosialisasi kepada 

para stakeholders. 
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Gambar 5.9 Dokumentasi Penyebaran Undangan Kegiatan Sosialisasi 

c. Menyiapkan Peraga untuk Proses Sosialisasi 

Sebelum melangsungkan sosialisasi, penulis terlebih dahulu 

mempersiapkan materi untuk penyampaian gagasan kreatif pada kegiatan 

sosialisasi. Dalam hal ini, peraga yang disiapkan ialah dalam bentuk paparan 

slides. Paparan berisi penggambaran isu dengan menunjukkan kondisi saat 

ini, argumen-argumen mengapa keseragaman yang melatarbelakangi 

keberadaan panduan ini dibutuhkan, substansi panduan, serta penyampaian 

template kepala risalah yang selanjutnya dapat digunakan para perisalah. 

Berikut tampilan slides yang digunakan pada kegiatan sosialisasi. 
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Gambar 5.10 Tampilan Slides Paparan untuk Kegiatan Sosialisasi 

d. Melangsungkan Sosialisasi 

Sosialisasi dilangsungkan pada tanggal 11 September 2024 dan dihadiri 

para Perisalah Legislatif dari berbagai jenjang serta pimpinan Bagian Risalah 

dengan total 30 orang audiens. Pada kegiatan ini, penulis mensosialisasikan 

terlebih dahulu poin-poin standarisasi yang ditetapkan serta template kepala 

risalah yang nantinya dapat digunakan oleh para perisalah untuk mendukung 

aktualisasi ini serta mewujudkan keseragaman dalam penyusunan risalah 

rapat secara umum. Sosialisasi berjalan secara lancar dan interaktif antara 

pemapar dan juga audiens. Penulis sendiri tidak menerima pertanyaan 

ataupun masukan tertentu dari audiens terkait materi yang disampaikan. 

Berikut dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi.  
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Gambar 5.11 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi 

 

 
Gambar 5.12 Dokumentasi Pasca Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi  

 

2. Keterkaitan Nilai Dasar ASN Dalam Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 

Pada kegiatan sosialisasi ini, terdapat empat nilai dasar ASN yang 

berupaya diwujudkan. Nilai pertama ialah Beriorientasi Pelayanan yang dicapai 

melalu usaha penulis dalam memastikan adanya optimalisasi pada hasil kinerja 

Bagian Risalah berupa keseragaman risalah rapat untuk meningkatkan persepsi 

AKD maupun publik yang nantinya membaca risalah rapat. Nilai selanjutnya ialah 

Akuntabel yang tercermin melalui bagaimana penulis berupaya menunjukkan 

hasil dari proses aktualisasi sebagai upaya unjuk komitmen akan rancangan yang 
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telah diusulkan. Nilai ketiga ialah Kompeten, yakni tercapai dari upaya penulis 

dalam meningkatkan kapasitas dalam berkinerja melalui keberadaan panduan 

serta turut serta membagikan pengetahuan kepada rekan kerja maupun atasan. 

Nilai terakhir ialah Harmonis yang diinternalisasi dengan memastikan adanya 

interaksi yang positif dan efektif dengan rekan kerja maupun atasan dalam 

penyampaian hasil aktualisasi. 

3. Hasil Capaian Kegiatan Aktualisasi 

Tabel 5.5 Hasil Capaian Kegiatan Aktualisasi Kegiatan 4 

No Tahapan Kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 
Output/Hasil Keterangan 

1.  Menetapkan metode 

dan jadwal 

sosialisasi 

2 - 3  

September 

 2024 

• Tersampaikannya 

Panduan 

Penulisan Daftar 

Kehadiran 

Risalah Rapat 

kepada para 

Perisalah 

Legislatif selaku 

stakeholders 

• Daftar hadir 

kegiatan 

sosialisasi 

Telah 

terlaksana 

2. Mengkomunikasikan 

kegiatan sosialisasi 

ke target audiens 

 5 – 10 

September 

2024 

3.  Menyiapkan peraga 

untuk proses 

sosialisasi 

8 - 10 

September 

2024 

4. Melangsungkan 

sosialisasi 
11 September 

2024 

B.5 Evaluasi dan Monitoring Pemanfaatan Panduan Penulisan Daftar  

Kehadiran Risalah Rapat 

1. Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan 

Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir yang dilaksanakan selama proses 

aktualisasi, yakni mencakup kegiatan evaluasi dan monitoring. Kegiatan ini dibagi 

menjadi empat tahapan, yakni penyusunan dan penyebaran borang evaluasi, 

penyebaran infografis panduan final, monitoring pemanfaatan panduan, serta 

penyusunan laporan akhir. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 18 September 

hingga 5 Oktober 2024 dengan rincian deskripsi sebagai berikut. 

a. Menyusun dan Menyebarkan Borang Evaluasi untuk Dijadikan 

Umpan Balik 

Setelah sosialisasi dilakukan, penulis menyusun borang evaluasi secara 

digital melalui platform Google Form  untuk disebarkan kepada Perisalah 

Legislatif. Borang evaluasi ini nantinya mencakup penilaian dari proses 

sosialisasi maupun dari produk aktualisasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, 
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penulis mencantumkan pula infografis dan juga tautan template kepala risalah 

di dalam borang tersebut untuk memudahkan stakeholders dalam menilai 

produk aktualisasi. Berikut tampilan depan Google Form borang evaluasi. 

 
Gambar 5.13 Tampilan Kuesioner Evaluasi Panduan Penulisan Daftar 

Kehadiran Risalah 

Borang selanjutnya disebarkan secara personal melalui platform 

WhatsApp kepada target responden, yakni Perisalah Legislatif selaku stakeholders 

sekaligus audiens kegiatan sosialisasi. Selama proses penyebaran, penulis berhasil 

mengumplkan 25 responden Perisalah Legisltif Ahli Pertama dan Ahli Madya. 

Berikut hasil yang didapatkan dari evaluasi yang dilakukan terhadap para Perisalah 

Legislatif. 
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Gambar 5.14 Jawaban Responden Pada Pertanyaan Kuesioner 1 

Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwasannya 92% perisalah sangat 

setuju dan 8% perisalah setuju bahwa melalui sosialisasi yang telah 

dilaksanakan, mereka terdorong untuk memanfaatkan penggunaan panduan 

penulisan risalah rapat. Hal ini menandakan bahwa kegiatan sosialisasi yang 

dilakukan telah sesuai dengan sasaran penulis, yakni untuk mendorong pemanfaatan 

panduan secara menyeluruh. 

 
Gambar 5.15 Jawaban Responden Pada Pertanyaan Kuesioner 2 

Berdasarkan grafik di atas, 88% perisalah sangat setuju dan 12% 

perisalah setuju bahwa substansi panduan yang ada pada infografis mudah 

dipahami. Aspek ini tentunya sangat krusial untuk memastikan bahwa 

informasi terkait standarisasi yang ada panduan dapat tersampaikan dengan 

baik kepada para perisalah selaku stakeholders. 
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Gambar 5.16 Jawaban Responden Pada Pertanyaan Kuesioner 3 

Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwasannya 80% perisalah sangat 

setuju dan 20% perisalah setuju bahwa infografis panduan yang disusun 

memiliki tampilan yang menarik. Dalam penyusunan infografis, tampilan dan 

keindahan tentunya suatu unsur yang penting untuk dapat menarik target 

audiens dalam membaca infografis dan pada akhirnya menginternalisasi 

informasi-informasi yang ada di dalam infografis. Tingginya penilaian 

perisalah terhadap penampilan infografis panduan ini harapannya berbanding 

lurus dengan tingkat pemanfaatannya kedepannya. 

 
Gambar 5.17 Jawaban Responden Pada Pertanyaan Kuesioner 4 

Berdasarkan grafik di atas, 76% perisalah sangat setuju dan 24% 

perisalah setuju bahwa mereka lebih menyukai format penulisan daftar 

kehadiran yang telah distandarisasi berdasarkan panduan ini dibandingkan 

yang sebelumnya mereka gunakan. Hal ini menandakan bahwa panduan ini 

telah mampu memberikan peningkatan kualitas dari segi substansi maupun 

tampilan pada daftar kehadiran risalah dibandingkan yang sebelumnya telah 

digunakan di masing-masing komisi. 
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Gambar 5.18 Jawaban Responden Pada Pertanyaan Kuesioner 5 

Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa 84% perisalah menyatakan 

bahwa mereka akan memanfaatkan panduan ini sebagai acuan mereka dalam 

penyusunan kepala risalah rapat. Sementara itu, 16% perisalah menyatakan 

bahwa mereka mungkin akan memanfaatkan panduan ini. Adanya perisalah 

yang masih menjawab “mungkin” dilatarbelakangi oleh keharusan mereka 

untuk terlebih dahulu mengkomunikasikan penggunaan panduan ini kepada 

atasan mereka, yakni PL Ahli Muda dan PL Ahli Madya di AKD penugasan 

masing-masing.  

Berdasarkan poin-poin hasil evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa 

responden selaku stakeholders memiliki penilaian yang sangat positif terhadap 

hasil panduan penulisan daftar kehadiran risalah rapat. Mereka beranggapan 

bahwasannya tampilan maupun substansi dari panduan ini sudah baik dan 

relevan. Selain itu, keberadaan dari template kepala risalah juga dinilai sangat 

membantu mereka dalam mengadopsi panduan ini. Mayoritas stakeholders 

juga menyatakan bahwa mereka akan menggunakan panduan ini kedepannya 

dalam penyusunan risalah dan tidak ada responden yang menolak penggunaan 

panduan tersebut. Rekap keseluruhan jawaban responden pada borang evaluasi 

dalam bentuk sheets dapat diakses dengan memindai QR code di bawah ini: 

 

Gambar 5.19 QR Code Hasil Jawaban Responden pada Kuesioner 

Evaluasi 
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b. Menyebarkan Infografis Panduan yang Telah Difinalisasi 

Setelah menganalisis hasil evaluasi berdasarkan formulir digital yang 

telah diisi stakeholders, penulis selanjutnya menyebarkan kembali infografis 

yang telah difinalisasi kepada para perisalah melalui platform grup WhatsApp 

CPNS Perisalah Legislatif. Berikut tampilan infografis panduan yang telah 

difinalisasi. 

 

Gambar 5.20 Tampilan Final Infografis Panduan Penulisan Daftar 

Kehadiran Risalah 

Melalui penyebaran infografis ini, penulis mengajak kembali para 

perisalah, khususnya Perisalah Legislatif Ahli Pertama selaku pengguna 

panduan untuk mencermati dan memanfaatkan panduan serta template yang 

telah disediakan sebagai acuan penyusunan risalah. Dalam menyebarkan 

infografis, penulis menekankan aspek keseragaman yang dapat diwujudkan 

melalui penggunaan panduan ini serta aspek kemudahan dan efisiensi waktu 

melalui penggunaan template kepala risalah. Berikut bukti penyebaran 

infografis panduan yang telah dilakukan. 
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Gambar 5.21 Dokumentasi Penyebaran Infografis Panduan Penulisan 

Daftar Kehadiran Risalah 

c. Memonitor Penggunaan Panduan oleh Para Perisalah Legislatif 

Setelah proses sosialisasi dan penyebaran panduan final, penulis mulai 

memonitor pemanfaatan panduan serta template daftar kehadiran risalah oleh para 

perisalah. Dalam hal ini, penulis meminta bantuan para Perisalah Legislatif Ahli 

Pertama untuk menginformasikan apabila mereka telah menghasilkan risalah 

sementara yang mengacu kepada panduan yang telah dibuat oleh penulis. Metode ini 

dinilai sebagai cara yang paling efektif dan efisien dalam memonitor progres 

penggunaan panduan. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk melacak risalah yang telah 

menggunakan standarisasi baru secara manual mengingat banyaknya risalah rapat 

yang perlu diperiksa dari 11 komisi. 

Pada saat seminar rancangan, penulis mentargetkan bahwa panduan ini 

dapat dimanfaatkan oleh setidaknya satu risalah sementara (RS) dari setiap 

komisi serta tiga hingga lima risalah sementara dari Komisi VII yang menjadi 

AKD penugasan penulis dengan total 13 hingga 15 risalah sementara. Pada 
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kenyataannya, hasil yang diperoleh melampaui target. Terdapat tiga komisi di luar 

komisi VII yang menghasilkan dua risalah dengan standarisasi baru yang mengacu 

pada panduan yang telah disusun. Selain itu, panduan ini juga dimanfaatkan oleh salah 

satu AKD di luar komisi, yakni Badan Legislasi yang menghasilkan satu risalah 

sementara. Total risalah yang telah memanfaatkan panduan dan template ini selama 

masa habituasi ialah 18 risalah sementara dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.6 Capaian Jumlah Risalah yang Mengacu ke Panduan 

Penulisan Daftar Kehadiran Risalah 

Alat 

Kelengkapan 

Dewan 

Target 

Risalah 

Jumlah Risalah yang 

Mengacu ke Panduan 

Penulisan Daftar 

Kehadiran Risalah 

Keterangan 

Komisi I 1 RS 2 Risalah Sementara Melampaui Target 

Komisi II 1 RS 1 Risalah Sementara Sesuai Target 

Komisi III 1 RS 1 Risalah Sementara Sesuai Target 

Komisi IV 1 RS 2 Risalah Sementara Melampaui Target 

Komisi V 1 RS 1 Risalah Sementara Sesuai Target 

Komisi VI 1 RS 1 Risalah Sementara Sesuai Target 

Komisi VII 3-5 RS 4 Risalah Sementara Sesuai Target 

Komisi VIII 1 RS 1 Risalah Sementara Sesuai Target 

Komisi IX 1 RS 2 Risalah Sementara Melampaui Target 

Komisi X 1 RS 1 Risalah Sementara Sesuai Target 

Komisi XI 1 RS 1 Risalah Sementara Sesuai Target 

Badan Legislasi - 1 Risalah Sementara Melampaui Target 

Total 13-15 RS 18 Risalah Sementara 

Bagi penulis, ketercapaian di atas menandakan tingginya willingness 

dari para perisalah untuk mewujudkan keseragaman dalam penulisan daftar 

kehadiran risalah sebagai salah satu unsur dalam risalah rapat. Apabila 

keberadaan panduan dan template ini semakin digencarkan sosialisasinya, 

penulis meyakini bahwa standarisasi tersebut dapat secara luas digunakan di 

setiap risalah rapat di seluruh komisi kedepannya. Berikut di bawah ini 

gambaran perbandingan daftar kehadiran risalah sebelum dan setelah adanya 

panduan penulisan daftar kehadiran risalah pada tiga komisi, yakni Komisi II, 

Komisi VII, dan Komisi X.
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Tabel 5.7 Perbandingan Daftar Kehadiran Risalah Sebelum dan Sesudah Menggunakan Panduan  

KOMISI II 

 Kondisi Sebelum Kondisi Setelah 

Kepala Risalah 

  

Daftar 

Kehadiran 
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Komisi VII 

 Kondisi Sebelum Kondisi Setelah 

Kepala Risalah 

  

Daftar 

Kehadiran 
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Komisi X 

 Kondisi Sebelum Kondisi Setelah 

Kepala Risalah 

  

Daftar 

Kehadiran 
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Dapat dilihat pada tabel di atas bahwasannya dengan keberadaan 

panduan ini, perbedaan-perbedaan gaya penulisan yang sangat signifikan 

antara tiga komisi di atas dapat diseragamkan menjadi suatu format yang 

sama. Hal ini khususnya berlaku pada Komisi X yang dapat dikatakan 

memiliki format penulisan daftar hadir yang paling sederhana di antara 

komisi-komisi lainnya. Selain dinilai lebih baik dari segi keindahan dan 

keterbacaan, keseragaman tersebut juga menandakan adanya suatu 

standarisasi atau acuan yang ditetapkan dalam penyusunan risalah di Bagian 

Risalah. Hal ini harapannya dapat meningkatkan akuntabilitas hasil risalah di 

mata para pembaca risalah.  

Di samping tiga komisi di atas, seluruh kumpulan risalah yang telah 

disusun berdasarkan template Panduan Penulisan Daftar Kehadiran Risalah 

Rapat yang penulis peroleh selama masa habituasi dapat diakses melalui 

pindaian QR code di bawah ini.  

 

Gambar 5.22 QR Code Kumpulan Risalah yang Disusun berdasarkan 

Template Panduan Penulisan Daftar Kehadiran Risalah Rapat 

 

d. Menyusun Laporan Aktualisasi 

Setelah semua tahapan kegiatan di atas telah terlaksana, penulis 

selanjutnya menyusun laporan aktualisasi sebagai laporan akhir yang 

nantinya akan diseminarkan. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban 

terhadap setiap tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam hal ini, 

penyusunan laporan aktualisasi ini dilakukan sekomprehensif mungkin 

berdasarkan informasi-informasi yang sesuai dengan kenyataan di lapangan 

dengan mencantumkan seluruh evidence yang dimiliki pada setiap tahapan 

kegiatan. Penyusunan laporan aktualisasi dilaksanakan pada tanggal 25 

September hingga 5 Oktober 2024. 
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2. Keterkaitan Nilai Dasar ASN Dalam Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi 

Pada kegiatan kelima ini, terdapat lima nilai dasar ASN yang memiliki 

keterkaitan. Nilai pertama ialah Berorientasi Pelayanan, terkait dengan upaya 

penulis dalam memastikan bahwa panduan dan template kepala risalah digunakan 

oleh para perisalah untuk mewujudkan keseragaman serta mendukung 

kemudahan penulisan daftar kehadiran risalah. Selain itu, nilai Akuntabel juga 

tercermin dari bagaimana penulis bertanggung jawab akan hasil aktualisasi 

melalui kesediaan untuk dievaluasi oleh para stakeholders serta melalui penulisan 

laporan pelaksanaan aktualisasi. Nilai Kompeten juga berusaha penulis kaitkan 

melalui upaya dalam mewujudkan hasil aktualisasi dengan kualitas terbaik 

melalui penyempurnaan dari umpan balik yang diterima. Sementara itu, nilai 

Harmonis juga tercermin dari upaya penulis dalam mendukung adanya 

kesempatan untuk melakukan komunikasi secara terbuka dan pembelajaran 

bersama. Nilai terakhir ialah Adaptif yang berkaitan dengan bagaimana penulis 

memanfaatkan platform digital dalam melakukan  evaluasi dan sharing infografis 

panduan untuk meningkatkan kemudahan dan efisiensi proses. 

 

3. Hasil Capaian Kegiatan Aktualisasi 

Tabel 5.8 Hasil Capaian Kegiatan Aktualisasi Kegiatan 5 

No Tahapan Kegiatan 
Waktu 

Pelaksanaan 
Output/Hasil Keterangan 

1.  Menyusun dan 

menyebarkan 

borang evaluasi 

sebagai umpan balik 

18 - 23 

September 

 2024 

• Tersampaikannya 

infografis final 

Panduan 

Penulisan Daftar 

Kehadiran 

Risalah Rapat 

kepada para 

Perisalah 

Legislatif selaku 

stakeholders 

• Umpan balik dari 

para stakeholders 

terkait panduan 

• 18 risalah 

sementara yang 

telah 

memanfaatkan 
panduan 

• Mulai tercapainya 

Telah 

terlaksana 

2. Menyebarkan 

infografis yang telah 

difinalisasi 

 23 

September 

2024 

 

3.  Memonitor 

penggunaan panduan 

oleh para Perisalah 

Legislatif 

 

9 September 

– 2 Oktober 

2024 

 

4. Menyusun Laporan 

Aktualisasi 
25 

September- 5 

Oktober 2024 
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keseragaman pada 

penyusunan 

kepala risalah 

rapat 

• Laporan 

Aktualisasi 

C. Stakeholder 

Stakeholders atau pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan aktualisasi 

infografis panduan daftar kehadiran pada risalah rapat terdiri dari Perisalah Legislatif 

Ahli Madya, Perisalah Legislatif Ahli Muda, serta Perisalah Legislatif Ahli Pertama 

pada unit kerja Bagian Risalah. 

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 

Pelaksanaan aktualisasi panduan penulisan daftar kehadiran pada risalah rapat tak 

lepas dari adanya tantangan dan kendala yang dihadapi maupun yang diantisipasi oleh 

penulis. Berikut penjabaran kendala-kendala tersebut beserta strategi yang dilakukan 

penulis dalam menghadapi kendala:  

Kendala yang mungkin ditemui dalam mewujudkan rancangan aktualisasi ini 

adalah menetapkan standarisasi teknis tertentu (di luar yang telah diatur dalam 

pedoman tata naskah) yang bisa disepakati oleh para perisalah mengingat bahwa cukup 

banyak variasi dalam penulisan format daftar kehadiran. Untuk menghadapi tantangan 

ini, penulis dapat mengumpulkan pendapat dari proses diskusi dengan mentor sekaligus 

senior di Bagian Risalah. Untuk pada akhirnya menetapkan standarisasi tertentu, 

penulis juga mengedepankan aspek seni/keindahan, kelengkapan, serta kejelasan pada 

struktur penulisan daftar kehadiran untuk memastikan bahwa standarisasi tersebut 

relevan dan dapat dengan mudah diadopsi oleh para Perisalah Legislatif. Terkait hal 

ini, berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, ditemukan bahwa kendala ini telah 

mampu teratasi, di mana 88% responden perisalah sangat setuju dan 12% responden 

setuju bahwasannya substansi teknis pada panduan telah dinilai tepat dan relevan 

sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik di bawah. 
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Gambar 5.23 Jawaban Responden terkait Substansi Teknis pada Panduan 

Penulisan Daftar Kehadiran Risalah 

Kendala selanjutnya yang diantisipasi oleh penulis ialah rendahnya kemauan 

atau willingness dari para perisalah untuk memanfaatkan panduan ini sebagai acuan 

mereka dalam menyusun kepala risalah. Untuk meminimalisir hal ini, penulis 

berdasarkan masukan dari mentor memutuskan untuk menyusun template daftar 

kehadiran dalam bentuk kepala risalah per komisinya lengkap dengan nama-nama 

Anggota selama 2019-2024. Dengan adanya template ini, diharapkan dapat 

memudahkan para perisalah dalam mengadopsi standarisasi yang disusun oleh penulis 

sehingga dapat meningkatkan willingness para perisalah. Hal ini terbukti dari hasil 

evaluasi yang dilakukan, di mana 100% responden perisalah setuju bahwa keberadaan 

template tersebut memudahkan mereka dalam mengadopsi panduan sebagaimana 

terlihat pada grafik di bawah. 

 

Gambar 5.24 Jawaban Responden terkait Pengaruh Keberadaan Template 

Kepala Risalah 
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Kendala lainnya yang mungkin dihadapi ialah bagaimana cara 

mempertahankan keberlanjutan dari panduan yang telah disusun dan disosialisasikan 

agar terus dimanfaatkan oleh perisalah sebagai acuan penulisan daftar kehadiran. 

Dalam menghadapi permasalahan ini, penulis akan melakukan pengawasan dan 

evaluasi setiap beberapa bulan dengan melihat hasil risalah dari berbagai AKD untuk 

memastikan bahwa format pada panduan telah diikuti. Apabila diketahui terdapat 

perisalah yang belum mengikuti standarisasi yang diatur dalam panduan, penulis akan 

mengambil pendekatan komunikasi secara non formal dengan Perisalah Ahli Pertama 

yang ada pada AKD tersebut dan mengkonfirmasikan kendala yang dihadapi dalam 

memanfaatkan panduan yang ada. 

E. Analisis Dampak 

Dampak dari pelaksanaan aktualisasi dapat dibedakan menjadi tiga kategori, 

yakni dampak jangka pendek yang telah terlihat selama masa pelaksanaan aktualisasi 

serta dampak jangka menengah dan jangka panjang yang diharapkan dapat terealisasi 

ke depannya sebagaimana dijabarkan di bawah ini: 

Dampak jangka pendek: 

1. Terdapat suatu standarisasi terperinci yang dijadikan acuan oleh perisalah dalam 

menyusun risalah rapat, khususnya pada bagian daftar kehadiran. 

2. Mulai terwujudnya risalah rapat yang seragam dan konsisten dengan adanya 18 

risalah rapat dari 12 AKD yang telah mengacu ke Panduan Penulisan Daftar 

Kehadiran Risalah. 

3. Penyusunan kepala risalah dapat dilakukan secara lebih efisien karena terdapat 

template kepala risalah yang sudah dilengkapi dengan nama-nama Anggota di 

daftar kehadiran. 

Dampak jangka menengah:  

1. Terwujudnya keseragaman dan konsistensi pada seluruh risalah rapat sebagai 

kesatuan output atau hasil kerja Perisalah Legislatif di Bagian Risalah Setjen 

DPR RI. 

2. Keberadaan panduan dapat dijadikan sebagai usulan dalam pembaharuan 

Pedoman Tata Naskah Resmi di tingkat Bagian Risalah maupun di tingkat 

organisasi Setjen DPR RI. 

Dampak jangka panjang: 
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1. Meningkatnya kualitas hasil kerja dan akuntabilitas risalah yang disusun 

Perisalah Legislatif pada Bagian Risalah maupun organisasi Setjen DPR RI 

secara umum karena terdapat sistematika yang jelas dan terperinci serta 

kesamaan struktur pada risalah yang diakses oleh publik. 

2. Panduan dapat ditetapkan sebagai acuan atau pedoman dalam penyusunan 

risalah rapat oleh seluruh Pejabat Fungsional Perisalah Legislatif di Indonesia. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Sebagai Perisalah Legislatif Ahli Pertama, penulis mengidentifikasi tiga 

isu atau masalah yang ditemukan selama menjalankan tugas dan fungsi di Bagian 

Risalah yang tentunya berkaitan dengan aspek manajemen ASN dan SMART 

ASN. Setelah melalui proses tapisan isu menggunakan teknik USG, ditemukan 

isu utama/core issue berupa Belum Seragamnya Penulisan Daftar Kehadiran 

Risalah Rapat sehingga mengakibatkan ketidakseragaman pada risalah rapat itu 

sendiri.  

Setelah dilakukan analisis fishbone, ditemukan empat unsur penyebab, 

yakni sumber daya manusia, metode, material, dan proses. Diidentifikasi bahwa 

penyebab utama dari keempat unsur penyebab tersebut adalah terkait 

permasalahan metode, yakni belum adanya penetapan pedoman atau standarisasi 

dalam penulisan daftar kehadiran di risalah rapat secara terperinci. Dengan begitu, 

gagasan utama yang akan diwujudkan oleh penulis ialah penyusunan Panduan 

Penulisan Daftar Kehadiran Risalah Rapat. Panduan akan dibuat dalam bentuk 

infografis dengan konsiderasi bahwa visualisasi layaknya pada infografis dinilai 

penting untuk menyebarkan informasi dengan cepat, efektif, dan akurat. 

Dalam merealisasikan gagasan kreatif, penulis telah melaksanakan lima 

kegiatan utama yang terbagi menjadi 16 tahapan kegiatan. Kegiatan terdiri dari 

perencanaan, pengumpulan informasi pendukung, penyusunan panduan, 

sosialisasi panduan, serta evaluasi dan monitoring penggunaan panduan yang 

akan dilangsungkan dalam kurun waktu enamminggu, yakni semenjak minggu 

keempat bulan Agustus hingga minggu pertama bulan Oktober.  

Melalui tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan, penulis berhasil 

mengimplementasikan panduan penulisan daftar kehadiran risalah pada beberapa 

Perisalah Legislatif Ahli Pertama. Selama masa habituasi, penulis mendapatkan 

18 risalah sementara dari 12 AKD yang telah disusun berdasarkan panduan dan 

template yang telah disebarkan. Jumlah ini melampaui target yang telah 

ditetapkan saat proses seminar rancangan, yakni satu risalah per komisi dan 3-5 

risalah pada komisi penugasan penulis, yakni Komisi VII, dengan total 13-15 

risalah sementara. Hal ini menunjukkan tingginya kesadaran dan dukungan para 

Perisalah Legislatif untuk memanfaatkan Panduan Penulisan Daftar Kehadiran 
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sebagai acuan dalam penyusunan risalah dalam rangka mewujudkan keseragaman 

risalah.      

B. Saran dan Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dan rekomendasi yang 

dirumuskan penulis antara lain: 

1. Panduan penulisan daftar kehadiran pada risalah rapat dapat kedepannya 

dijadikan suatu acuan standarisasi formal untuk mewujudkan keseragaman 

yang lebih menyeluruh di Bagian Risalah.  

2. Perisalah Legislatif pada jenjang tertinggi, yakni Ahli Madya dapat ikut 

mendorong penggunaan panduan dan template penulisan daftar kehadiran 

risalah dalam menyusun risalah di masing-masing AKD penugasannya. 

Cara ini dinilai efektif untuk meningkatkan pemanfaatan panduan 

mengingat ada beberapa Perisalah Ahli Pertama yang merasa membutuhkan 

persetujuan Ahli Madya untuk menggunakan panduan sebagai acuan. 

3. Memperbaharui Pedoman Tata Naskah untuk risalah rapat mengacu pada 

hasil aktualisasi para CPNS peserta latsar. Hal ini dilakukan untuk 

mewujudkan keseragaman secara lebih menyeluruh melalui keberadaan 

formatisasi yang rigid. 

4. Memanfaatkan platform SIRIH untuk menyimpan produk-produk panduan 

maupun standarisasi yang telah disepakati untuk mempermudah 

pemanfaatannya oleh para Perisalah Legislatif. 
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Lampiran 1. Infografis Panduan Penulisan Daftar Kehadiran Risalah 
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Lampiran 2. Formulir Alat Bantu Mentoring Pelaksanaan Rancangan Aktualisasi  
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Lampiran 3. Formulir Alat Bantu Mentoring Pelaksanaan Rencana Aksi Bela Negara 
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Lampiran 4. Formulir Alat Bantu Coaching 

 

FORMULIR ALAT BANTU 

PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XII TAHUN 2024 
 

Nama  : Keysha Raafasya Fonna, S.I.A.                    Nama Coach:  

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI   Naomi Adiana, B.Sc., M.H. 

NIP  : 200303012024042001 
 

No. 
Tanggal 

Pembimbingan 

Isu atau Hal 

yang Dibahas 

Media 

Komunikasi 

Rekomendasi 

Pembimbingan 

Tanda Tangan 

Coach 

1. 5 Agustus 2024 

Membahas isu 

yang akan 

diangkat pada 

kegiatan 

aktualisasi 

Daring 

melalui 

Zoom 

Meeting 

Mengkonsultasikan kembali 

isu dengan mentor untuk 

memastikan adanya 

persetujuan  

2. 12 Agustus 2024 

Membahas 

progress 

pengerjaan 

tugas dan 

rancangan 

aktualisasi   

Daring 

melalui 

Zoom 

Meeting 

Memastikan kembali 

substansi aktualisasi serta 

mengganti penggunaan diksi 

pedoman dengan panduan.  

3. 15 Agustus 2024 

Latihan 

presentasi 

seminar beserta 

masukan 

terhadap 

paparan peserta 

Daring 

melalui 

Zoom 

Meeting 

Masukan terkait apa saja 

yang sebaiknya ada di dalam 

paparan serta teknik 

penyampaian. 

 

  

4. 19 Agustus 2024 

Latihan 

presentasi 

seminar beserta 

masukan 

terhadap 

paparan peserta 

Daring 

melalui 

Zoom 

Meeting 

Masukan terkait presentasi: 

• Memperbaiki 

konsistensi 

penggunaan kalimat 

• Memperbaiki 

penulisan kalimat 

isu. 

 

5. 
5 September 

2024 

Konsultasi 

laporan 

aktualisasi 

minggu ke-1 

Daring 

melalui 

WhatsApp 

Tidak ada koreksi pada 

laporan mingguan 

 

6. 
16 September 

2024 

Konsultasi 

laporan 

aktualisasi 

minggu ke-2 

Daring 

melalui 

WhatsApp 

Tidak ada koreksi pada 

laporan mingguan 

 

7. 
25 September 

2024 

Konsultasi 

laporan 

aktualisasi 

minggu ke-3 

Daring 

melalui 

WhatsApp 

Tidak ada koreksi pada 

laporan mingguan 
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8. 3 Oktober 2024 

Konsultasi 

laporan 

aktualisasi 

minggu ke-4 

Daring 

melalui 

WhatsApp 

Tidak ada koreksi pada 

laporan mingguan 

 

*) Pembimbingan yang sah adalah yang Ditandatangani oleh Coach 
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Lampiran 5. Undangan dan Daftar Hadir Kegiatan Sosialisasi 

LAMPIRAN 5. 

UNDANGAN DAN DAFTAR 

HADIR KEGIATAN 

SOSIALISASI 
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Lampiran 6. Dokumentasi Proses Mentoring dan Coaching 
 

Mentoring 
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Coaching 
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LAMPIRAN 7. 

LAPORAN AKTUALISASI 

MINGGUAN 
Lampiran 7. Laporan Aktualisasi Mingguan 

 
 







LAMPIRAN

Gambar 1. Screenshot Pedoman Tata Naskah DPR RI pada Bagian Penyusunan

Risalah Rapat



Gambar 2. Screenshot Daftar Kehadiran Pada Tiga Risalah Rapat dari Komisi X,

Komisi II, dan Komisi VII dengan Gaya Penulisan yang Berbeda-Beda

Gambar 3. Screenshot Contoh Template Daftar Kehadiran pada Komisi I dan

Komisi XI yang telah disusun Penulis
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A. Screenshot Progres Pembuatan Infografis Panduan



B. Screenshot Penyebaran Undangan Sosialisasi melalui Grup WhatsApp

C. Screenshot Slides Bahan Paparan Sosialisasi



D. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi



LAMPIRAN UNDANGAN DAN DAFTAR HADIR
KEGIATAN SOSIALISASI OUTPUT AKTUALISASI

KEPADA PERISALAH LEGISLATIF, 
RABU 11 SEPTEMBER 2024



Laporan Aktualisasi Minggu Ke-3

Nama : Keysha Raafasya Fonna, S.I.A.

NIP : 200303012024042001

Unit Kerja : Bagian Risalah – Biro Persidangan I

Isu : Belum Seragamnya Penulisan Daftar Kehadiran di Risalah Rapat

Gagasan : Penyusunan panduan penulisan daftar kehadiran risalah rapat dalam
bentuk infografis

No. Kegiatan Evidence
1. Finalisasi infografis panduan.

2. Menyusun borang evaluasi
terhadap kegiatan sosialisasi
serta infografis panduan melalui
platform Google Form
(GForm).

tautan GForm:
https://forms.gle/WkDtFWFddn8rff6G8

https://forms.gle/WkDtFWFddn8rff6G8


3. Menyebarkan GForm borang
evaluasi kepada para Perisalah
Legislatif di Bagian Risalah.





Laporan Aktualisasi Minggu Ke-4

Nama : Keysha Raafasya Fonna, S.I.A.

NIP : 200303012024042001

Unit Kerja : Bagian Risalah – Biro Persidangan I

Isu : Belum Seragamnya Penulisan Daftar Kehadiran di Risalah Rapat

Gagasan : Penyusunan panduan penulisan daftar kehadiran risalah rapat dalam
bentuk infografis

No. Kegiatan Evidence
1. Monitoring pemanfaatan

Panduan Penulisan Daftar
Kehadiran Risalah oleh para
Perisalah Legislatif.

Kumpulan risalah yang telah mengacu ke
panduan:

2. Meminta testimoni dari para
perisalah yang telah
menggunakan panduan dan
template dalam mengerjakan
risalah.

Kumpulan video testimoni:

Jakarta, 2 Oktober 2024

Mengetahui,

Coach Mentor

Naomi Adiana, B.Sc., M.H. Iwan Kurniawan, S.Kom,
NIP. 199109102020122001 NIP. 197001271992031003
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